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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat 

dan rahmat-Nya, penulisan buku yang berjudul Hukum Acara Pidana 

Indonesia ini dapat diselesaikan dengan baik.  

Hukum Acara Pidana merupakan salah satu pilar penting dalam 

sistem hukum Indonesia. Ia berfungsi sebagai fondasi untuk 

menegakkan hukum pidana materiil, mengatur bagaimana negara 

melalui aparat penegak hukum (kepolisian, kehakiman, dan advokat) 

dapat melaksanakan wewenangnya dalam proses peradilan. 

Tujuannya tidak lain adalah untuk melindungi hak asasi manusia, 

mencari kebenaran materiil, serta memberikan kepastian dan 

keadilan bagi masyarakat. Mengingat kompleksitas dan dinamika 

perkembangannya, pemahaman yang mendalam mengenai Hukum 

Acara Pidana menjadi suatu keharusan, tidak hanya bagi para 

akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat luas. 

Penyusunan karya ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

yang komprehensif dan sistematis mengenai proses-proses dalam 

Hukum Acara Pidana di Indonesia, mulai dari tahap penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga 

upaya hukum. Dalam penyusunannya, penulis berusaha menyajikan 

materi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) serta berbagai peraturan pelaksana dan perkembangan 

yurisprudensi yang relevan. 

Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan 

dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses 

penyusunan karya ini. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan 

manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

hukum, khususnya Hukum Acara Pidana di Indonesia. Akhir kata, 

semoga karya ini dapat mencapai maksud dan tujuannya sebagaimana 

yang diharapkan. 
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Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana 

1. Pengertian Hukum Acara Pidana 

Hukum Acara Pidana merupakan cabang hukum publik yang 

mengatur tata cara negara menggunakan kewenangannya untuk 

menegakkan hukum pidana materiil melalui mekanisme peradilan 

pidana. Hukum acara pidana tidak berfokus pada penentuan 

perbuatan apa yang dilarang atau diancam dengan pidana, 

melainkan mengatur bagaimana proses penegakan hukum pidana 

tersebut dilaksanakan secara sah, tertib, dan adil oleh aparat 

penegak hukum. 

Dalam perspektif doktrinal, hukum acara pidana sering 

disebut sebagai hukum pidana formil karena berfungsi 

melaksanakan atau mengoperasionalkan hukum pidana materiil. 

Tanpa hukum acara pidana, ketentuan pidana materiil akan 

kehilangan efektivitas, sebab tidak tersedia prosedur legal untuk 

menentukan seseorang bersalah atau tidak, serta untuk 

menjatuhkan dan melaksanakan pidana secara sah. Oleh karena 

itu, hukum acara pidana merupakan instrumen yang tidak 

terpisahkan dari keberlakuan hukum pidana itu sendiri (Arief, 

2010). 

Andi Hamzah mendefinisikan hukum acara pidana sebagai 

seperangkat peraturan hukum yang mengatur bagaimana negara 

melalui alat-alatnya menyelidiki, menyidik, menuntut, dan 

mengadili seseorang yang diduga melakukan tindak pidana 

(Hamzah, 2019). Definisi ini menekankan peran aktif negara dalam 

proses peradilan pidana, sekaligus menunjukkan bahwa hukum 

acara pidana berkaitan langsung dengan penggunaan kewenangan 

koersif negara terhadap warga negara. 

Sementara itu, M. Yahya Harahap memandang hukum acara 

pidana sebagai sistem norma yang mengatur hubungan antara 

aparat penegak hukum dengan warga negara dalam proses 

penegakan hukum pidana, yang harus dilaksanakan dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip keadilan 

(Harahap, 2010). Pandangan ini memperluas makna hukum acara 

pidana tidak semata-mata sebagai prosedur teknis, tetapi juga 

sebagai instrumen perlindungan hukum. 
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KUHAP dalam penjelasan umum butir e dikatakan: 

“Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan 

biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan 

secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”. 

Penjelasan umum tersebut dijabarkan dalam banyak pasal 

KUHAP, misalnya Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat 

(4), Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal-

pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika lewat waktu 

penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, penyidik, 

penuntut umum dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka 

atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Dengan sendirinya hal ini 

mendorong penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk 

mempercepat penyelesaian perkara bersangkutan (Djurian et al., 

2025). 

Oleh sebab itu, hukum acara pidana dapat dipahami sebagai 

perangkat norma hukum yang mengatur keseluruhan proses 

peradilan pidana, mulai dari tahap awal penanganan perkara 

hingga pelaksanaan putusan pengadilan, dengan tujuan 

menegakkan hukum pidana secara adil, pasti, dan manusiawi. 

 

2. Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana 

Ruang lingkup hukum acara pidana mencakup seluruh tahapan dan 

mekanisme yang berkaitan dengan penanganan perkara pidana 

oleh negara. Ruang lingkup ini tidak hanya terbatas pada proses 

persidangan, tetapi meliputi seluruh rangkaian tindakan hukum 

sejak adanya dugaan tindak pidana hingga pelaksanaan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Secara sistematis, ruang lingkup hukum acara pidana dapat 

dibagi ke dalam beberapa tahapan utama. Pertama, tahap 

penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap ini, aparat penegak 

hukum, khususnya kepolisian, melakukan serangkaian tindakan 

untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai 

tindak pidana serta mengumpulkan alat bukti guna membuat 

terang suatu perkara pidana. Tahap ini memiliki posisi krusial 

karena menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke 

tahap penuntutan atau tidak (Mulyadi, 2012). 
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Kedua, tahap penuntutan. Tahap ini berada dalam 

kewenangan penuntut umum, yang bertugas menilai hasil 

penyidikan dan menentukan apakah berkas perkara telah 

memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan. Dalam konteks 

hukum acara pidana, penuntutan merupakan jembatan antara 

proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan, sekaligus 

menjadi sarana kontrol terhadap kualitas penyidikan (Effendy, 

2010). 

Ketiga, tahap pemeriksaan di persidangan. Pada tahap ini, 

hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana 

berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Proses 

persidangan merupakan inti dari hukum acara pidana karena di 

sinilah prinsip-prinsip peradilan yang adil (fair trial) diuji dan 

diwujudkan, termasuk hak terdakwa untuk membela diri dan asas 

peradilan yang terbuka untuk umum (Muladi, 2010). 

Keempat, tahap pelaksanaan putusan pengadilan atau 

eksekusi. Hukum acara pidana tidak berhenti pada penjatuhan 

putusan, tetapi juga mengatur bagaimana putusan tersebut 

dilaksanakan oleh jaksa sebagai eksekutor. Tahap ini penting untuk 

menjamin bahwa putusan pengadilan tidak hanya bersifat 

normatif, tetapi juga memiliki daya paksa secara nyata (Soesilo, 

1982). 

Selain tahapan tersebut, ruang lingkup hukum acara pidana 

juga mencakup pengaturan mengenai hak dan kewajiban para 

pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, seperti 

tersangka atau terdakwa, korban, saksi, penasihat hukum, 

penuntut umum, dan hakim. Pengaturan ini dimaksudkan untuk 

menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum 

dan perlindungan hak asasi manusia. 

Dalam konteks Indonesia, ruang lingkup hukum acara pidana 

secara normatif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), yang dirancang sebagai instrumen untuk 

menjamin proses peradilan pidana yang berlandaskan pada prinsip 

negara hukum, penghormatan terhadap martabat manusia, dan 

keadilan substantif. 
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Asal Usul dan Pengaruh Hukum Acara Pidana Kolonial 
Wetboek van Strafvordering (WvS), yang diterbitkan pada tahun 1848 

oleh pemerintah kolonial Belanda, adalah undang-undang yang 

mengatur prosedur hukum acara pidana di Hindia Belanda (Sukma, 

2025). WvS menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan peradilan 

pidana di wilayah jajahan hingga Indonesia merdeka. Tujuan dari 

penyusunan WvS adalah untuk menyediakan sistem hukum yang 

terstruktur dalam menangani perkara pidana, mulai dari penyidikan 

hingga penuntutan, dengan fokus pada pengendalian dan 

perlindungan kepentingan kolonial Belanda. Sebagai bagian dari 

sistem hukum yang diterapkan oleh pemerintah penjajah, WvS 

berfungsi untuk memperkuat kekuasaan kolonial Belanda atas 

masyarakat pribumi, bukan untuk memberikan keadilan yang merata 

(Antony & Situmeang, 2025). 

Sebagai bagian dari hukum acara pidana, WvSv mengatur 

mekanisme prosedural yang sangat detil dalam menangani kasus 

pidana. Sistem hukum ini mencakup berbagai aspek, mulai dari 

penangkapan, penyidikan, hingga pengadilan (Syahda, 2023). Dalam 

penerapannya, WvS memberi kewenangan besar kepada aparat 

penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, untuk mengontrol proses 

hukum yang berlaku. Hal ini memungkinkan pemerintah kolonial 

untuk memiliki kontrol penuh terhadap setiap tahap dalam peradilan 

pidana, dengan sedikit ruang bagi kebebasan individu atau hak-hak 

dasar masyarakat pribumi. WvS lebih menekankan pada kontrol sosial 

dan pemerintahan kolonial daripada hak asasi manusia atau prinsip 

keadilan yang universal (Tauri & Porou, 2014). 

Selain itu, WvS dirancang untuk mempertahankan stabilitas 

pemerintahan kolonial dan untuk menanggulangi segala bentuk 

perlawanan yang muncul dari masyarakat pribumi. Oleh karena itu, 

WvS menciptakan prosedur hukum yang sangat sentralistik, di mana 

keputusan-keputusan besar mengenai perkara pidana dibuat oleh 

pemerintah kolonial (Bielefeld, 2010). Hal ini menyebabkan proses 

hukum lebih mengutamakan kepentingan penguasa daripada 

memastikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Dalam 

prakteknya, WvS sering kali digunakan untuk menekan setiap bentuk 

perlawanan terhadap penjajahan, baik itu melalui gerakan politik 

maupun pemberontakan (Seraphin, 2023). 
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Meskipun demikian, WvS memberikan dasar bagi sistem 

peradilan pidana yang lebih terstruktur di Hindia Belanda. Sebagai 

instrumen hukum, WvS mengatur berbagai prosedur dan tahapan 

yang harus dilalui dalam setiap kasus pidana, yang mencakup aturan 

tentang pemeriksaan, penyidikan, serta penyusunan dakwaan dan 

penuntutan (Fernando, 2023). Namun, meskipun memberikan 

kerangka hukum yang jelas, WvS juga mengandung banyak 

kelemahan, terutama dalam hal perlindungan hak-hak individu. Hal 

ini menjadi cerminan dari sifat hukum yang tidak adil, yang lebih 

berfungsi untuk mempertahankan kontrol kolonial daripada untuk 

mewujudkan keadilan (Saito, 2018). 

Secara umum, WvS adalah instrumen hukum yang dirancang 

untuk kepentingan kolonialisme Belanda di Hindia Belanda, bukan 

untuk melindungi hak-hak warga negara atau menciptakan keadilan 

sosial. Meskipun undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang 

jelas untuk sistem peradilan pidana, tujuannya lebih berfokus pada 

pengawasan dan pengendalian masyarakat pribumi, serta untuk 

menjaga kestabilan pemerintahan kolonial. Sebagai sistem yang 

mengutamakan kepentingan penjajah, WvSv mencerminkan karakter 

hukum yang lebih menekan dan mengendalikan, daripada 

memberikan perlindungan hak-hak individu secara adil (Ulfah, 2016). 

Sistem ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa setiap 

langkah dalam proses peradilan tetap berada di bawah kendali 

penjajah, dengan sedikit ruang untuk perubahan atau pembelaan yang 

efektif bagi masyarakat pribumi. WvS memperkenalkan prinsip-

prinsip hukum yang lebih sentralistik dan otoriter, di mana 

keputusan-keputusan yang diambil oleh aparat hukum lebih 

mengutamakan pengendalian dan pengawasan daripada proses yang 

adil dan transparan. Hal ini memperlihatkan betapa sistem hukum 

pidana yang diterapkan pada masa kolonial tidaklah bersifat inklusif, 

melainkan lebih berfokus pada penguasaan dan dominasi. 

Dengan demikian, WvS memainkan peran yang sangat penting 

dalam membentuk sistem peradilan pidana di Hindia Belanda, namun 

juga mencerminkan sifat-sifat hukum kolonial yang sangat 

diskriminatif dan tidak mengutamakan keadilan. Meskipun WvS 

memberikan kerangka hukum yang jelas, tujuannya tidak pernah 



Sejarah dan Perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia 

 

44 Nur Chasanah 

Daftar Pustaka 

Adawiyah, R., & Rozah, U. (2020). Indonesia’s Criminal Justice System 

with a Pancasila Perspective as an Open Justice System. Law Reform, 

16(2), 149–162. 

Antony, & Situmeang, A. (2025). Dari Kolonial Ke Konstitusional : 

Dekolonialisasi Hukum Pidana Indonesia dengan KUHP Nasional. 

Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 23. 

https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1559 

Basuki, A. (2013). PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN 

KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI UPAYA DALAM 

MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PERADILAN PIDANA. Perspektif, 

XVIII(1), 56–63. 

Bielefeld, S. (2010). THE ‘INTERVENTION' LEGISLATION—'JUST' 

TERMS OR ‘REASONABLE' INJUSTICE?—WURRIDJAL V THE 

COMMONWEALTH OF AUSTRALIA. Australian Indigenous Law 

Review, 2–23. 

Faisal, Yanto, A., Rahayu, D. P., Haryadi, D., Darmawan, A., & Manik, J. 

D. N. (2024). Genuine paradigm of criminal Justice: rethinking penal 

reform within Indonesia's new criminal code. Cogent Social 

Sciences, 10(1). 

https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634 

Fernando, Y. (2023). Complaint Definition and Ultimum Remedium in 

the Perspective of Positivism (Roman) Law School, and Realism, 

and Sociology, and Utilitarianism, and Freie Recht Slehre (Anglo-

American). Journal Equity of Law and Governance, 3(1), 58–71. 

Guno, J. (2023). Citizenship, Violence, and the Afterlives of Dutch 

Colonialism: Rereading Anton de Kom. A Caribbean Journal of 

Criticism, 100–122. https://doi.org/10.1215/07990537-

10461885 

Harun, R. R., Sahid, M. M., & Yamin, B. (2023). PROBLEMS OF 

CRIMINAL APPLICATIONS LAW IN THE LIFE OF INDONESIAN 

COMMUNITIES AND CULTURES. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan 

Keadilan, 11(1). 



Sejarah dan Perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia 
 

 

45 Nur Chasanah 

Hasibuan, K., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2024). RUU KUHAP: 

Tantangan dan Harmonisasi antara Asas Due process of law dan 

Criminal Justice System in Indonesia. Jurnal Riset Rumpun Ilmu 

Sosial, Politik Dan Humaniora, 3(2), 57–72. 

Ismaili, F., & Sulejmani, S. (2024). Human rights and criminal 

procedure. International Journal of Legal Sciences, 12, 364–368. 

Law, J., Nurcahyo, N., Ricky, R., Hastowo, F., Laksito, B., Ranaivo, R., & 

Manitra, M. (2024). Reform of the Criminal Law System in 

Indonesia Which Prioritizes Substantive Justice. Journal of Law, 

Environmental and Justice, 2(1), 89–108. 

Rossum, M. Van. (2018). The Carceral Colony: Colonial Exploitation, 

Coercion, and Control in the Dutch East Indies, 1810s-1940s. 

Internationaal Instituut Voor Sociale Geschiedenis, 63, 65–88. 

https://doi.org/10.1017/S0020859018000226 

Saito, N. T. (2018). Indefinite Detention, Colonialism, and Settler 

Prerogative in the United States. Social & Legal Studies, 30(1), 32–

65. Retrieved from https://doi.org/10.1177/0964663918769362 

Sandulescu, A. (2021). Indigenous Peoples in the Canadian Criminal 

Justice System: Overrepresentation & Systemic Discrimination. 

York University Criminological Review, 3(1). 

Seraphin, B. (2023). Settler colonial counterinsurgency: Indigenous 

resistance and the more-than-state policing of #NoDAPL. Security 

Dialogue, 54(3), 272–289. 

https://doi.org/10.1177/09670106231159207 

Sukma, D. P. (2025). Analisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Sebagai Pembaharuan Hukum Nasional. Journal of Innovation 

Research and Knowledge, 4(8), 5315–5326. 

Sulistyawan, A. Y. (2019). Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional 

Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi. Jurnal 

Hukum Progresif, 7(2), 171–181. 

Syahda, V. S. (2023). Pengaruh Implementasi Hukum Acara Pidana 

Terhadap Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses 

Peradilan. Journal of Law Science, 2(2), 91–102. 



Sejarah dan Perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia 

 

46 Nur Chasanah 

Tauri, J. M., & Porou, N. (2014). Criminal Justice as a Colonial Project in 

Contemporary Settler Colonialism. African Journal of Criminology 

and Justice Studies, 8(1), 20–37. 

Tjhia, K. M., & Budianto, A. (2025). Criminal Procedure Law Reform in 

Indonesia as a Step Towards a Fairer and More Effective Justice 

System. Journal of World Science, 4(7), 882–888. 

Ulfah, E. N. (2016). URGENSI PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG 

HUKUM PIDANA: ANALISIS KAJIAN PERKARA NOMOR 46/PUU-

XIV/2016. INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES, (1), 

72–86. 

Widayati, L. S. (2019). Pidana Tutupan dalam RUU KUHP: dari 

Perspektif Tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai? Undisclosed 

Penitentier in Criminal Code Bill: From the Purpose of 

Punishment’s Perspective, Can It Be Achieved? Negara Hukum, 

10(2), 237–257. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sejarah dan Perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia 
 

 

47 Nur Chasanah 

PROFIL PENULIS  

Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.  
Ketertarikan penulis terhadap bidang 

hukum dimulai sejak masa muda dan 

diwujudkan melalui pendidikan formal. 

Penulis lahir di Nganjuk, 16 Agustus 1968, 

dan menyelesaikan pendidikan dasar 

hingga menengah di Kertosono. 

Pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas 

Hukum Universitas Udayana, Bali, dengan 

gelar Sarjana Hukum pada tahun 1992. 

Selanjutnya, penulis menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di 

universitas yang sama pada tahun 2002 dan meraih gelar Doktor Ilmu 

Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2021. 

Sejak tahun 1994, penulis berkarier sebagai dosen tetap, awalnya 

di STIH Muhammadiyah Bima Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2003, 

penulis melanjutkan pengabdian di Fakultas Hukum Universitas Islam 

Kadiri (UNISKA) Kediri, Jawa Timur, di bawah naungan LLDIKTI 

Wilayah 7 Surabaya, dengan konsentrasi Hukum Pidana. Mata kuliah 

yang diampu antara lain Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, 

Kriminologi, Viktimologi, serta Kejahatan Korporasi. 

Selain mengajar, penulis aktif dalam organisasi profesi, kegiatan 

pengabdian masyarakat, serta menjadi narasumber di berbagai forum, 

termasuk media televisi dan radio. Berbagai karya ilmiah telah 

diterbitkan, baik berupa jurnal maupun buku, di antaranya Kejahatan 

Korporasi (2020) dan Asas Mens Rea Sebagai Dasar Diversi Dalam 

Sistem Peradilan Pidana Anak (2021). Etika Profesi Hukum (2025), 

Pengantar Kriminologi (2025).  

 

E-mail Penulis: nurchasanah@uniska-kediri.ac.id

mailto:nurchasanah@uniska-kediri.ac.id


Perbedaan dan Sinergi Antara Koperasi Dan UMKM 
 

 

48 Susilaningtyas Budiana Kurniawati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 3 

ASAS-ASAS HUKUM 

ACARA PIDANA 
 

 

 

 

Galieh Damayanti, S.H., M.H. 

Universitas Brawijaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asas-Asas Hukum Acara Pidana 

 

49 Galieh Damayanti 

Pendahuluan 

Hukum acara pidana berkedudukan sebagai lex formalis yang 

menggerakkan norma pidana materiil dalam sistem peradilan 

sekaligus melindungi hak fundamental individu dari kesewenang-

wenangan kekuasaan (Hamzah, 2017; Harahap, 2002). Lahirnya 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KUHAP Baru, 

merepresentasikan respons atas akselerasi teknologi, penguatan 

standar hak asasi manusia internasional, dan pergeseran paradigma 

menuju keadilan restoratif (restorative justice) (Hiariej, 2012; 

Muhammad, 2007; Undang-Undang No. 20 Tahun 2025, Konsiderans 

huruf c). Di tengah dinamika pembaruan tersebut, tujuh asas 

fundamental berkedudukan sebagai leitprinzip (prinsip pemandu) 

yang menjiwai seluruh konstruksi prosedural peradilan pidana 

Indonesia (Loqman, 1987). 

 

Asas Persamaan di Depan Hukum (Equality before the law) 

Asas persamaan di depan hukum menghendaki perlakuan setara bagi 

setiap individu dalam proses peradilan tanpa pembedaan 

berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, status ekonomi, maupun 

afiliasi politik. Hamzah (2017) menegaskan bahwa asas ini bukan 

sekadar kewajiban prosedural, melainkan nilai konstitutif yang 

menentukan legitimasi sistem peradilan. Harahap (2002) 

membedakan formal equality yang menuntut keseragaman 

prosedural, dari substantive equality yang mensyaratkan kompensasi 

aktif negara bagi kelompok yang secara struktural lebih lemah dalam 

mengakses keadilan. Pada tataran internasional, Pasal 26 

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR, 1966) 

menegaskan kesamaan kedudukan seluruh manusia tanpa 

diskriminasi. Secara konstitusional, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D 

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 memuat jaminan persamaan kedudukan tersebut. 

Ratio legis asas ini berpijak pada dua argumen. Secara filosofis, 

konsep veil of ignorance John Rawls menyatakan bahwa prinsip 

keadilan yang sahih adalah yang dipilih individu rasional tanpa 
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mengetahui posisi sosialnya sendiri; sistem yang membedakan 

perlakuan berdasarkan kekayaan atau pengaruh otomatis cacat secara 

moral. Secara empiris, Donnelly (2013) mendokumentasikan bahwa 

individu dari kelompok ekonomi lemah secara konsisten mengalami 

penahanan pra-persidangan lebih tinggi, representasi hukum yang 

lebih buruk, dan sanksi lebih berat dibanding mereka yang berposisi 

sosial lebih kuat dengan bobot kesalahan setara. 

Dalam KUHAP Baru, pergeseran dari formal menuju substantive 

equality terwujud melalui sejumlah ketentuan baru. Pasal 145 

memberikan hak atas sarana prasarana yang disesuaikan dengan 

ragam disabilitas kepada penyandang disabilitas di setiap tahap 

pemeriksaan. Pasal 147 mengatur hak spesifik perempuan yang 

berhadapan dengan hukum, termasuk pendampingan berbasis 

perspektif gender. Pasal 148 memberikan proteksi bagi orang lanjut 

usia, termasuk kemungkinan tidak dijatuhkannya pidana penjara bagi 

terdakwa berusia di atas 75 tahun. Ketentuan-ketentuan ini 

mencerminkan adopsi standar internasional perlindungan kelompok 

rentan yang tidak dikenal dalam KUHAP 1981 (Undang-Undang No. 20 

Tahun 2025, Pasal 142, 145, 147, 148). 

 

Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) 
Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) mengatur relasi 

mendasar antara kekuasaan negara dan kebebasan individu dalam 

pemidanaan. Berakar pada kaidah Latin in dubio pro reo, asas ini 

menegaskan bahwa dalam kondisi keraguan, pihak yang tertuduh 

harus dimenangkan. Pasal 14 ayat (2) ICCPR menetapkan setiap orang 

yang didakwa berhak dianggap tidak bersalah hingga terbukti secara 

sah menurut hukum. Hamzah (2017) menguraikan tiga dimensi 

operasional: beban pembuktian (burden of proof) sepenuhnya pada 

penuntut umum; tersangka tidak berkewajiban membuktikan 

ketidakbersalahannya; dan perlakuan terhadap tersangka harus 

konsisten dengan statusnya sebagai orang yang belum dinyatakan 

bersalah. 

Ratio legis  asas ini bertumpu pada Blackstone's ratio bahwa 

perlindungan individu dari kesewenangan negara lebih utama 

daripada efisiensi penegakan hukum. Asas ini menjadi benteng 
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terhadap tiga patologi sistemik: penahanan sewenang-wenang 

berbasis prasangka, penahanan pra-persidangan yang de facto   

berfungsi sebagai hukuman awal, dan trial by media yang 

menjatuhkan vonis sebelum persidangan dimulai. Kajian Purwanto 

(2025) menunjukkan bahwa kecenderungan aparat mengoperasikan 

presumption of guilt secara informal di lapangan masih menjadi 

hambatan serius, menegaskan urgensi reformasi kultural di samping 

normatif (Donnelly, 2013; Hiariej, 2012). 

Dalam KUHAP Baru, Pasal 1 angka 28, 31, dan 32 menetapkan 

standar minimal dua alat bukti untuk penetapan tersangka maupun 

penangkapan, membangun ambang evidentiary yang mencegah 

kriminalisasi prematur. Pasal 158 memperkuat praperadilan sebagai 

mekanisme pengujian keabsahan upaya paksa, dengan kewajiban 

hakim memutus paling lama tujuh hari (pasal 163 huruf c). Pasal 142 

huruf (q) melarang segala bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak 

manusiawi, sementara Pasal 24 huruf h mengintegrasikan jalur 

Keadilan Restoratif sebagai alternatif penghentian penyidikan yang 

menghindari stigmatisasi prematur (Undang-Undang No. 20 Tahun 

2025, Pasal 1, 24, 142, 158, 163). 

 

Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan 

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan  

merupakan asas tripartit yang membentuk satu kesatuan nilai. 

"Cepat" menuntut efisiensi waktu terukur di setiap tahap tanpa 

mengorbankan keadilan; "sederhana" mensyaratkan prosedur yang 

dapat dipahami tanpa latar belakang hukum sekalipun; "biaya ringan" 

menuntut agar kendala finansial tidak menjadi penghalang akses 

keadilan (Hamzah, 2017). Landasan yuridisnya termuat dalam Pasal 2 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman.  

Secara komparatif, Amandemen ke-6 Konstitusi Amerika Serikat 

memuat Speedy Trial Clause, sementara Pasal 6 ayat (1) European 

Convention on Human Rights (ECHR) menetapkan standar 

penyelesaian perkara dalam waktu yang wajar (reasonable time) 

sebagai komponen fair trial (Harahap, 2002; Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009, Pasal 2 ayat 4). 
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Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana 
Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) adalah rangkaian 

proses yang terintegrasi, di mana berbagai aparat penegak hukum 

menjalankan peran masing-masing secara terstruktur dan saling 

melengkapi satu sama lain. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, 

sistem ini menjadikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) sebagai acuan utama dalam mengatur prosedur penanganan 

perkara pidana di Indonesia. 

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, landasan hukum 

utamanya tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana yang mengatur tahapan-tahapan penanganan perkara pidana, 

serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ketentuan-

ketentuan hukum pidana materiil yang terbaru. Di sisi lain, organisasi 

dan kelembagaan dari setiap aparat penegak hukum juga telah diatur 

secara spesifik melalui undang-undang tersendiri yang menjelaskan 

fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga. 

KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 

ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjadi 

acuan utama dalam penyelenggaraan subsistem-subsistem peradilan 

pidana. Undang-undang ini secara rinci mengatur pembagian tugas, 

tanggung jawab, serta wewenang masing-masing subsistem, yang 

mencakup keseluruhan proses mulai dari tahapan penyelidikan 

hingga eksekusi putusan pidana (Atmasasmita, 2011). 

Dalam sistem peradilan pidana, pihak-pihak yang bertugas 

menegakkan hukum meliputi penyelidik dan penyidik, penuntut 

umum, serta hakim. Meskipun masing-masing memiliki cakupan 

kewenangan yang berbeda, ketiga unsur ini saling terkait secara 

fungsional dan bekerja bersama secara terkoordinasi dalam upaya 

menegakkan hukum.  

1. Penyelidik dan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana  

Pengaturan mengenai kedudukan dan kewenangan penyelidik 

serta penyidik dalam sistem peradilan pidana Indonesia 

ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

Regulasi tersebut membedakan secara konseptual antara tahap 

penyelidikan dan penyidikan, meskipun keduanya memiliki 

keterkaitan erat dalam rangkaian proses penegakan hukum 

pidana. 
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Berdasarkan Pasal 1 angka 4 KUHAP, penyelidik adalah 

pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memperoleh 

kewenangan dari undang-undang untuk melaksanakan 

penyelidikan. Sementara itu, Pasal 1 angka 5 KUHAP menjelaskan 

bahwa penyelidikan merupakan serangkaian tindakan yang 

dilakukan oleh penyelidik guna mencari dan menemukan suatu 

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, untuk menentukan 

apakah perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. 

Dengan demikian, penyelidikan dapat dipahami sebagai tahapan 

awal yang bersifat klarifikasi dan verifikasi, dengan tujuan 

memastikan apakah suatu peristiwa memenuhi unsur tindak 

pidana sehingga layak untuk diproses lebih lanjut melalui 

penyidikan. 

Sebaliknya, Pasal 1 angka 1 dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa penyidik adalah pejabat 

dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai 

Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-

undang untuk melaksanakan penyidikan. Selanjutnya, Pasal 1 

angka 2 KUHAP menjabarkan bahwa penyidikan merupakan 

rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan 

prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk 

mencari serta mengumpulkan alat bukti. Proses ini dimaksudkan 

untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus 

mengidentifikasi pihak yang patut diduga sebagai pelakunya 

(Muhamad Bacharudin Jusuf, Rafli Riski Ramadan et al., 2023). 

Berbeda dari penyelidikan, penyidikan merupakan tahapan 

awal pembuktian yang diarahkan pada pengumpulan alat bukti 

serta penetapan tersangka. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana, kewenangan penyelidik diatur dalam Pasal 5, yang 

antara lain mencakup penerimaan laporan atau pengaduan, 

pencarian keterangan dan barang bukti, penghentian serta 

pemeriksaan identitas seseorang yang dicurigai, serta pelaksanaan 

tindakan lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan menurut 

hukum. Kewenangan tersebut pada dasarnya masih bersifat 

terbatas dan belum meliputi penerapan tindakan paksa yang 

bersifat intensif (Pasha et al., 2024). Sementara itu, kewenangan 
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penyidik diatur dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. Ketentuan tersebut memberikan wewenang kepada 

penyidik untuk menerima laporan atau pengaduan, melakukan 

tindakan awal di tempat kejadian perkara, melaksanakan 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, 

memanggil serta memeriksa saksi maupun tersangka, sampai pada 

penghentian penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah 

Penghentian Penyidikan (SP3). 

Penyidikan merupakan tahapan lanjutan dalam penanganan 

perkara pidana yang dilaksanakan setelah proses penyelidikan 

selesai dilakukan. Penyelidikan sendiri berfungsi sebagai tahap 

awal untuk menelusuri apakah suatu peristiwa mengandung unsur 

tindak pidana atau tidak. Apabila dari hasil penyelidikan diperoleh 

indikasi adanya tindak pidana, maka perkara tersebut dapat 

ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pada fase penyelidikan, 

orientasi utamanya adalah upaya untuk mencari serta menemukan 

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sebaliknya, dalam 

tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana, fokus kegiatan beralih pada pencarian dan 

pengumpulan alat bukti guna menerangkan tindak pidana yang 

terjadi sekaligus mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab 

atas perbuatan tersebut (Putri et al., 2023). 

Dalam fase ini, negara mulai menerapkan kewenangan yang 

bersifat memaksa dan berpotensi secara langsung membatasi hak 

asasi individu. Secara praktik, pelaksanaan penyelidikan dan 

penyidikan umumnya berada dalam lingkup tugas Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Pengaturan mengenai posisi, fungsi, 

dan tanggung jawab lembaga tersebut tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menegaskan bahwa Polri 

berperan dalam penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Waskito, 2018).  

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan 

yang strategis dalam penegakan hukum, karena merupakan salah 

satu unsur dalam sistem peradilan pidana yang secara langsung 

berinteraksi dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi di tengah 

masyarakat. Dalam keseluruhan mekanisme sistem peradilan 
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Urgensi Hukum Acara Pidana 
Hukum acara atau hukum formal atau biasa disebut hukum objektif 

dibutuhkan untuk menuntun dan menjadi pedoman dalam proses 

penegakan hukum yang lebih adil dan manusiawi. Akan tetapi 

keberadaan hukum acara yang seharusnya mampu mempertahankan 

hukum materil seringkali tidak konsisten dan diabaikan, sehingga 

masyarakat yang berhadapan dengan hukum, utamanya hukum 

pidana, membutuhkan pihak lain untuk mendampingi. Hal ini 

menunjukkan bahwa hukum acara mempunyai kedudukan yang 

penting dalam setiap negara agar penegakan hukum dapat wujud 

dalam bentuk rule of law.  

Saat ini di Indonesia seringkali menjadi perbincangan publik 

terkait dengan penegakan hukum yang masih belum sejalan dengan 

asas ‘equality before the law’ yang menjadi dambaan masyarakat. Jika 

penegakan hukum dilakukan dengan tebang pilih atau masih 

mengandalkan faktor-faktor nonhukum yang dapat mempengaruhi 

aparat penegak hukum (APH), maka diyakini bahwa penegakan 

hukum tidak dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan juga 

kepastian hukum. 

Hukum acara merupakan kebutuhan bagi aparat penegak hukum 

untuk menuntun penegakan hukum materil. Saking pentingnya 

hukum acara dalam menegakkan hukum materil, sudah banyak 

undang-undang yang disahkan memuat hukum acara penyelesaian 

terhadap objek yang diatur undang-undang tertentu. Oleh sebab itu 

kadang-kadang suatu undang-undang mengatur secara khusus 

mekanisme yang dapat dilakukan untuk menegakkan substansi 

undang-undang yang bersangkutan. Sepanjang suatu undang-undang 

menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku adalah khusus yang 

diatur dalam undang-undang yang bersangkutan, maka di situ 

terdapat pengesampingan ketentuan umum, sesuai asas ‘lex specialis 

derogat legi generale’.  

Hukum formal atau hukum acara merupakan hukum yang 

bersifat memaksa atau imperatif, oleh karena itu dalam hukum acara 

pidana diatur upaya-upaya yang dapat ditempuh bagi yang dirugikan 

akibat penyimpangan hukum acara pidana, misalnya dikenal lembaga 

praperadilan yang dapat dilakukan pihak tertentu agar proses hukum 

dapat berjalan sesuai dengan hukum acara pidana.  
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Kedudukan hukum acara pidana dalam proses pemeriksaan 

seorang yang diduga melakukan suatu tindakan pidana merupakan 

bagian dari hukum hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, jika 

penegakan hukum di suatu negara dilakukan dengan menghargai hak-

hak tersangka, maka penegakan hukum akan lebih humanis dan tidak 

merugikan. Sebaliknya, apabila suatu penegakan hukum tidak 

mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, maka 

yakin akan terjadi pelanggaran hak-hak tersangka atau terdakwa.  

 

Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Hukum Acara Pidana 

Sesuai uraian urgensi hukum acara pidana tersebut di atas, 

menunjukkan kedudukan hukum acara pidana yang memiliki posisi 

penting dalam setiap negara hukum. Seperti disinggung di atas, bahwa 

hukum acara pidana kedudukannya jelas untuk mempertahankan 

hukum pidana materil. Dalam hal ini tidak dapat dipisahkan antara 

hukum pidana dengan hukum acara pidana. Pemerintah Indonesia 

telah melakukan reformasi terhadap hukum pidana yang cukup lama 

berlaku di Indonesia, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang 

biasa disingkat dengan KUHP yang dalam bahasa Belanda disebut 

Wetboek van Strafrecht atau disingkat WvS. KUHP tersebut masih 

bagian dari peninggalan kolonial Belanda dan berlaku di Hindia 

Belanda sejak tanggal 1 April 1918. KUHP tersebut berlaku lebih dari 

107 tahun di seluruh Indonesia. Dan hukum acara pidana yang berlaku 

sejak masa kolonial seringkali dilakukan perubahan untuk 

menyesuaikan berbagai perubahan, hingga pada tahun 1981 lahir 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana yang biasa disebut KUHAP.  

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, hukum acara pidana adalah 

suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan 

pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan 

pengadilan, harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan 

hukum pidana (Ishaq, 2023:1). Dengan uraian pengertian hukum 

acara pidana tersebut, menunjukkan bahwa hukum acara pidana 

adalah motor penggerak untuk melakukan proses hukum terhadap 

dugaan terjadinya tindak pidana yang telah diatur dalam hukum 

materil atau KUHP. Dalam definisi tersebut nampak bahwa ada fungsi-
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fungsi yang dijalankan hukum acara pidana mulai dari penyelidikan 

dan penyidikan yang menjadi tugas dan fungsi kepolisian, kemudian 

ada tugas-tugas kejaksaan untuk melakukan penuntutan jika selesai 

dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian. 

Selanjutnya dalam definisi tersebut, nampak adanya peran pengadilan 

sebagai proses akhir dari penyelenggaraan fungsi yudikatif untuk 

mengadili suatu perkara yang dilimpahkan kejaksaan ke pengadilan. 

Fungsi-fungsi setiap aparat penegak hukum dalam proses hukum 

acara pidana berlangsung simultan atau berkesinambungan serta 

membutuhkan hubungan relasional yang harmonis sehingga tidak 

merugikan pihak tersangka/terdakwa atau pihak korban dalam suatu 

tindak pidana.  

Fungsi hukum acara pidana sesuai dengan uraian tersebut di atas 

adalah intinya menuntun aparat penegak hukum agar menegakkan 

hukum sesuai dengan hukum, sesuai pesan almarhum kriminolog 

Ronny Nitibaskara, seorang guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan 

Politik Universitas Indonesia, dalam suatu wawancara di salah satu 

stasiun televisi. Fungsi hukum acara sangat dibutuhkan dalam 

menegakkan hukum materil dalam berbagai bidang hukum, termasuk 

hukum pidana. Hukum materil tidak mampu menegakkan dirinya 

sendiri, sehingga dibutuhkan sarana untuk mewujudkan suatu kaidah 

hukum materil. Misalnya, tindak pidana mengambil harta benda milik 

orang lain secara melawan hukum atau disebut pencurian merupakan 

tindak pidana yang merugikan korban. Jika tidak ada penuntun bagi 

aparat penegak hukum, maka pelaku pencurian bisa kabur sebelum 

aparat penegak hukum melakukan tugasnya, karena tidak ada 

pedoman untuk melakukan suatu tindakan yang diatur dalam undang-

undang. 

Oleh sebab itu fungsi dan peranan hukum acara pidana dalam 

merealisasikan hukum pidana materil merupakan ketentuan yang 

bersifat mengikat dan imperatif. Hal itu penting agar tidak ada proses 

hukum acara pidana yang menimbulkan deviasi dari berbagai 

ketentuan yang telah diatur. KUHAP merupakan cerminan dari 

kaidah-kaidah yang diadopsi dari Miranda Rule yang menjadi tonggak 

sejarah penegakan hukum bagi hak-hak tersangka yang diduga 

melakukan perbuatan pidana pemerkosaan terhadap seorang gadis di 
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Pendahuluan: Hakikat dan Independensi Kekuasaan 

Kehakiman 
Kekuasaan Kehakiman dalam sistem peradilan pidana merupakan 

jantung dari integrasi sistem peradilan pidana (Integrated Criminal 

Justice System). Kekuasaan kehakiman bukan sekadar tentang 

memutus perkara, melainkan tentang menjaga marwah hak asasi 

manusia di hadapan kekuasaan negara. Kemandirian dan 

akuntabilitas bukanlah dua kutub yang saling meniadakan, tetapi dua 

sisi dari satu mata uang; akuntabilitas yang tepat justru mencegah 

kebebasan hakim berubah menjadi kesewenang-wenangan. Banyak 

kajian menyatakan independensi tanpa akuntabilitas melahirkan 

hakim yang bertindak sesuka hati, sedangkan akuntabilitas tanpa 

independensi membuka pintu intervensi politik dan tekanan publik 

(Rezah & Sapada, 2023; Fahmiron, 2016; Burbank, 2008). Karena itu, 

desain kelembagaan harus selalu mengejar keseimbangan, bukan 

dominasi salah satu prinsip (Contini & Mohr, 2008; Shapiro, 2013; 

Vanberg, 2008). 

Independensi dijamin melalui dasar hukum yang kuat, otonomi 

organisasi peradilan, keamanan masa jabatan, jaminan keuangan, dan 

imunitas yudisial yang teratur (Kumar et al., 2024; Savchyn, 2025; 

Jurcena, 2024; Dijk & Vos, 2018). Akuntabilitas dibangun lewat kode 

etik, mekanisme pengaduan dan disiplin, alasan putusan yang tertulis 

dan terbuka, pelaporan kinerja, relasi yang transparan dengan media 

(Pramono et al., 2025; Yudkivska, 2021; Fahmiron, 2016; Dijk & Vos, 

2018). Hakim bebas memutus "hanya demi keadilan berdasarkan 

hukum dan hati nurani", tetapi selalu dapat dimintai 

pertanggungjawaban bila menyimpang dari hukum, fakta, dan etika—

bukan karena isi putusan tidak populer secara politik (Rezah & 

Sapada, 2023; Yudkivska, 2021; Jurcena, 2024; Tushnet, 2013). 

Riset menekankan integritas, kompetensi tinggi, dan etika 

yudisial sebagai syarat agar kebebasan tidak berubah menjadi tirani 

pribadi (Simanungkalit et al., 2025; Awawda, 2024; Savchyn, 2025; 

Pimentel, 2009). Akuntabilitas di sini bukan sekadar sanksi, tetapi 

juga budaya profesional: standar perilaku (misalnya Prinsip 

Bangalore), pengawasan etik yang konsisten, dan evaluasi kinerja 

yang transparan (Pramono et al., 2025; Simanungkalit et al., 2025; 

Savchyn, 2025; Keilitz, 2018). 
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Pengawasan harus mencegah korupsi, konflik kepentingan, dan 

penyalahgunaan wewenang, tanpa boleh menjadi sarana menghukum 

hakim karena "putusan yang salah secara politik" (Pramono et al., 

2025; Contini & Mohr, 2008; Yudkivska, 2021; Jurcena, 2024; Jalali et 

al., 2020). Contoh: komisi yudisial/komisi etik independen, dengan 

kewenangan jelas, proses due process, dan keterbukaan hasil, dinilai 

sebagai bentuk akuntabilitas yang kompatibel dengan independensi 

(Pramono et al., 2025; Kumar et al., 2024; Dijk & Vos, 2018; Keilitz, 

2018). 

 

Tabel 6.1: Dimensi Keseimbangan Independensi dan 

Akuntabilitas Hakim 

Dimensi 
Wujud 

Independensi 

Wujud Akuntabilitas 

yang “Sehat” 

Pengangkatan 

hakim 

Proses bebas 

intervensi politik 

langsung 

Berbasis merit, transparan, 

dapat diawasi publik 

Putusan 

Tidak dapat 

diintervensi 

lembaga lain 

Terbuka, beralasan, tunduk 

pada upaya hukum 

Perilaku/etik 
Terlindung dari 

tekanan eksternal 

Kode etik, disiplin 

proporsional, pengawasan 

independen 

Sumber: Kumar et al., 2024; Awawda, 2024; Dijk & Vos, 2018; Rezah 

& Sapada, 2023; Contini & Mohr, 2008; Fahmiron, 2016; Tushnet, 

2013; Pramono et al., 2025; Simanungkalit et al., 2025; Savchyn, 

2025; Jurcena, 2024 

 

Batas halus antara kemandirian hakim dan akuntabilitas tercapai 

ketika: (1) hakim dijamin bebas dari intervensi, (2) tetapi setiap 

penggunaan kewenangan mereka terikat hukum, fakta, dan etika serta 

dapat ditinjau melalui mekanisme yang transparan dan adil. Di titik 

inilah independensi berfungsi sebagai jaminan imparsialitas, bukan 

sebagai selubung bagi kesewenang-wenangan. 
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Dalam sistem peradilan pidana terpadu, koordinasi antaraparat 

justru diperlukan, namun harus dibatasi secara tegas pada ranah tugas 

masing-masing agar tidak merembes ke ranah memutus perkara yang 

merupakan domain eksklusif hakim. KUHAP dipahami membangun 

integrated criminal Justice system berdasar prinsip diferensiasi 

fungsional: polisi menyidik, jaksa menuntut, hakim mengadili, lapas 

melaksanakan pidana (Adwani & Sulaiman, 2020; Hutahaean, 2019; 

Mufrohim & Herawati, 2020; Zondrafia et al., 2022). 

Koordinasi karenanya sah dan perlu sejauh: (a) terbatas pada 

penyidikan, penuntutan, dan eksekusi (misalnya sinkronisasi data 

perkara, pengaturan kewenangan, penanganan wilayah, restorative 

Justice) (Adwani & Sulaiman, 2020; Kewenangan et al., 2023; 

Zondrafia et al., 2022; Mufrohim & Herawati, 2020); dan (b) tidak 

menyentuh substansi putusan: hakim tetap bebas menilai fakta, 

menginterpretasi hukum, dan menjatuhkan pidana (Hakim, 2018; 

Hambali, 2021; Fahmiron, 2016; Kusyandi & Yamin, 2023). 

Bentuk koordinasi yang dianggap “aman” bagi independensi 

hakim di tahapan praperadilan (Polri–Kejaksaan–instansi lain) 

melalui penguatan koordinasi struktural antarpenyidik, kejaksaan, 

dan instansi sektoral untuk efektivitas penindakan (mis. illegal fishing, 

keamanan laut, korupsi, HAM) (Adwani & Sulaiman, 2020; 

Hendrawan, 2021; Hidayat et al., 2024; Anastacia et al., 2025; Kusuma, 

2021; Aisya et al., 2025). Sinergi dalam penerapan keadilan 

restoratif/mediasi penal tetap berada di tahap pra-sidang; hakim baru 

berperan jika perkara diajukan ke pengadilan (Kewenangan et al., 

2023; Zondrafia et al., 2022). Koordinasi perdata–pidana atau 

peradilan adat–pidana diarahkan untuk mencegah tumpang-tindih 

kewenangan (misalnya kewenangan jaksa menghentikan penuntutan 

bila sudah ada putusan adat) tanpa mengoreksi isi putusan hakim 

yang telah inkracht (Herlius, 2022; Anastacia et al., 2025). Kejaksaan 

adalah bagian dari struktur sistem peradilan pidana yang wajib 

independen dalam penuntutan, meski secara struktural di cabang 

eksekutif; koordinasi dengan polisi dan lembaga lain tidak boleh 

menjadi sarana intervensi atas keputusan hakim (Mufrohim & 

Herawati, 2020). Koordinasi dapat dan perlu dilakukan luas pada 

ranah administratif, teknis, dan pra-peradilan, tetapi harus berhenti di 
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pintu ruang sidang: begitu perkara diserahkan ke pengadilan, 

satu-satunya "koordinasi" yang sah adalah melalui mekanisme hukum 

acara (pembuktian, upaya hukum), bukan melalui intervensi eksternal 

terhadap kebebasan mengadili hakim. 

 

Kedudukan Hakim sebagai "Dominus litis" dalam Fase 

Persidangan 
Peran hakim aktif dalam KUHAP masih dapat relevan dengan 

perlindungan hak terdakwa yang bernuansa adversarial, asalkan 

dibatasi dan dikawal dengan safeguard HAM dan imparsialitas. 

Indonesia menganut model hibrida: KUHAP memperkuat asas 

praduga tak bersalah, hak-hak tersangka/terdakwa, dan equality of 

arms (nuansa adversarial), tetapi tetap menekankan pencarian 

kebenaran materiil dan mengizinkan hakim berperan aktif dalam 

pembuktian (warisan inkuisitorial) (Wisnubroto et al., 2025; Aziz & 

Taun, 2024; Triwati, 2019). Struktur ini dianggap lebih sesuai dengan 

tradisi civil law Indonesia daripada pergeseran penuh ke adversarial 

murni (Wisnubroto et al., 2025). 

Model hakim aktif dalam kerangka adversarial dinilai prospektif: 

keterlibatan proporsional hakim dalam klarifikasi fakta dan 

permintaan alat bukti dapat memperkuat keadilan substantif dan 

melindungi terdakwa dari penyalahgunaan kewenangan 

penyidik/penuntut (Wisnubroto et al., 2025; Panjaitan, 2022; 

Muhaimin, 2016). Gagasan hakim komisaris/hakim pemeriksaan 

pendahuluan yang berperan aktif mengawasi penangkapan, 

penahanan, dan upaya paksa justru dirancang untuk memperkuat 

perlindungan HAM tersangka/terdakwa di fase prapersidangan, 

menggantikan praperadilan yang pasif dan lemah (Panjaitan, 2022; 

Ismail & Tamu, 2012; Muhaimin, 2016; Pratama & Tappangan, 2020). 

Hakim yang terlalu dominan dalam pembuktian berisiko 

mengaburkan imparsialitas, bias terhadap terdakwa, dan mengurangi 

peran pembela (melemahkan sifat adversarial) (Wisnubroto et al., 

2025). Karena praktik perlindungan hak tersangka di tahap 

penyidikan masih lemah (bantuan hukum terlambat, kekerasan, 

pelanggaran due process) (Hidayatulloh & Kamseno, 2025; Djufri & 

Merita, 2021; Martono, 2020; Aziz & Taun, 2024), keaktifan hakim 

tanpa kontrol justru bisa mengukuhkan ketidakadilan. Sejumlah 
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Penyelidikan 

Penyelidikan merupakan rangkaian tindakan dari penyelidik, 

tindakan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan alat bukti yang 

berguna/memperjelas apakah sebuah peristiwa merupakan sebuah 

tindak pidana atau bukan, serta upaya tersebut menjadi parameter 

apakah suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan dapat 

dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyelidik diwajibkan menerima 

laporan atau pengaduan dari seseorang, laporan tersebut dapat saja 

melalui media telekomunikasi atau media elektronik. Penyelidik 

diwajibkan mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan 

dan barang bukti. Selain itu, berdasarkan perintah penyidik, 

penyelidik dapat melakukan tindakan, yakni penangkapan, larangan 

meninggalkan tempat, penggeledahan, penahanan, pemeriksaan, 

penyitaan surat, mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, 

memotret seseorang, mengambil data forensik seseorang, membawa 

atau menghadapkan seseorang kepada penyidik. (Pasal 5 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana “KUHAP 2025”) 

Penyelidik dalam melakukan penyelidikan dapat melakukan 

tindakan: a) pengolahan tempat di mana suatu peristiwa tindak 

pidana terjadi, b) mengamati lokasi dugaan tindak pidana terjadi 

ataupun yang diduga pelaku, c) melakukan wawancara kepada saksi, 

korban, ataupun kepada yang diduga pelaku, d) mengikuti dengan 

berusaha supaya yang diikuti tidak mengetahui tindakan tersebut, 

atau dapat juga disebut pembuntutan, e) penyamaran atau 

menggunakan identitas yang tidak asli sehingga yang diduga pelaku 

tidak mengetahui tindakan tersebut. Diharapkan dari penyamaran 

tersebut dapat diketahui makin terang yang diduga tindak pidana, f) 

pembelian terselubung atau melakukan pembelian yang pura-pura 

sehingga dapat diketahui siapa yang menjual atau menyalurkan yang 

dibeli tersebut, g) penyerahan di bawah pengawasan, h) pelacakan, i). 

Penelitian dan analisis dokumen, j). Mendatangi atau mengundang 

seseorang untuk memperoleh keterangan; dan/atau k). Kegiatan lain 

yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan (Pasal 16 Ayat (1) KUHAP., 2025) 
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Konsep penyelidikan dalam KUHAP 2025 tidak jauh berbeda 

dengan KUHAP 1981, di mana penyelidikan bertujuan untuk mencari 

atau menemukan kebenaran akan suatu peristiwa yang diduga 

merupakan suatu tindak pidana untuk kemudian dilanjutkan 

prosesnya ke tahap penyidikan. Namun demikian memang ditemukan 

perbedaan pada kegiatan yang diuraikan dalam rangka penyelidikan, 

misalnya pembuntutan, penyamaran, dan pembelian terselubung. 

Tindakan demikian pada dasarnya tidaklah baru, karena dalam 

undang-undang sektoral, misalnya Narkotika dan Tindak Pidana 

Korupsi, tindakan demikian sudah sering dilakukan oleh penyidik, 

baik di Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan 

Korupsi. Dalam tahap penyelidikan, dimungkinkan diadakan 

mekanisme keadilan restoratif (Pasal 79 Ayat 8 huruf a KUHAP., 

2025). 

 

Penyidikan 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan 

mengumpulkan alat bukti guna menerangkan tindak pidana, serta 

menemukan tersangka. Konsep penyidikan di dalam KUHAP 2025 

pada dasarnya tidak ada perbedaan dengan konsep penyidikan pada 

KUHAP 1981. Namun di dalam penyidikan terdapat kegiatan upaya 

paksa yang akan dijelaskan lebih lanjut. Upaya paksa secara filosofis 

ditujukan bahwa upaya tersebut akan berkenaan dengan pembatasan 

hak dan kewajiban seseorang. 

Penyidik dalam melaksanakan kewenangannya dibatasi oleh 

perkembangan tindak pidana yang dipengaruhi oleh perkembangan 

teknologi, perkembangan kehidupan masyarakat dari sisi ekonomi, 

sosial, dan budaya. Sehingga untuk menghadapi perkembangan dari 

bentuk, latar belakang dan/atau wujud dari tindak pidana tersebut, 

penyidik dalam KUHAP 1981 hanya menegaskan dapat meminta 

bantuan terhadap keahlian dari kedokteran kehakiman. Kedokteran 

kehakiman tersebut berkaitan dengan identifikasi korban, saksi, 

dan/atau tersangka (Pasal 133 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana “KUHAP 1981”). 

Pelaksanaan penyidikan, penyidik diberikan kewenangan antara 

lain untuk melakukan: 
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1. Upaya paksa (Pasal 89 KUHAP 2025). 

2. Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Pasal 83 KUHAP 2025). 

3. Menghentikan penyidikan perkara. 

 

Dalam melakukan tugas-tugas yang dimiliki oleh penyidik, 

KUHAP 2025 memberikan penyidik dukungan bantuan teknis untuk 

melakukan penyidikan untuk pembuktian suatu tindak pidana secara 

ilmiah. Bantuan teknis yang dimaksud meliputi (Pasal 56 KUHAP 

2025): 

1. Laboratorium forensik, badan ini ditujukan untuk membantu 

penyidik apabila dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan dan 

pengujian suatu barang bukti yang harus mendapatkan 

penanganan dan/atau perlakuan khusus. 

2. Identifikasi, bantuan teknis ini dibutuhkan atau digunakan 

penyidik apabila penyidik membutuhkan kepastian akan 

kebenaran identitas yang diduga sebagai tersangka, saksi, atau 

korban suatu peristiwa tindak pidana dan sebagai alat bukti; 

3. Kedokteran forensik, digunakan dalam hal penyidik memerlukan 

pemeriksaan tersangka, saksi, atau korban yang harus 

mendapatkan penanganan atau perlakuan fisik secara khusus; 

4. Psikologi forensik, dipergunakan oleh penyidik untuk memberikan 

bantuan tentang pemeriksaan kejiwaan atau mental seorang 

tersangka, saksi, atau korban yang harus mendapatkan 

penanganan atau perlakuan psikis secara khusus oleh ahli 

psikologi; 

5. Digital Forensik, bantuan teknis ini dapat digunakan oleh penyidik 

yang membutuhkan pemeriksaan dan pengujian barang bukti 

digital dan elektronik yang harus mendapatkan penanganan atau 

perlakuan secara khusus untuk menemukan kebenaran dari 

sebuah bukti; dan 

6. Bantuan teknis lain yang dibutuhkan. 

Bantuan teknis penyidikan yang bertujuan pada pembuktian 

ilmiah sangat penting bagi penyidik, penuntut umum, hakim, orang 

yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, bahkan korban. 

Bantuan teknis yang disebutkan di atas merupakan aspek penting 

untuk menunjukkan kebenaran yang objektif bagi suatu peristiwa 
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tindak pidana. Namun di dalam Pasal 56 Ayat 2 KUHAP 2025 

dinyatakan bahwa bantuan teknis yang dibutuhkan pada dasarnya 

dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut 

berarti menyatakan bahwa badan-badan bantuan teknis yang 

dimaksud berada di dalam lingkup struktur organisasi Kepolisian. 

Kemudian ketentuan tersebut dipertegas kembali dengan adanya 

ketentuan ayat 3 dengan frasa bahwa kepolisian "dapat" meminta 

bantuan teknis dari instansi atau lembaga lain. 

Negara-negara modern, tentu bantuan teknis dengan bentuk 

demikian terpisah dari struktur organisasi kepolisian. Hal ini 

ditujukan bukan hanya karena kebutuhan bantuan teknisnya, namun 

lebih kepada adanya prinsip check and balance ataupun bentuk 

pengawasan apabila organisasi bantuan teknis penyidikan tersebut 

dipisah dari struktur kepolisian, sehingga tidak ada konflik 

kepentingan di dalam penyidikan. Kepolisian Indonesia sudah pernah 

mengalami kasus seperti "kasus penembakan Brigadir Joshua", yang 

bermula pada adanya kecurigaan pada hasil autopsi pada jenazah 

Josua Hutabarat untuk yang pertama kali dengan autopsi yang kedua 

yang dilakukan oleh Organisasi Kedokteran Forensik Indonesia 

(Tempo.co, diakses 2026). Kasus demikian harusnya menjadi alasan 

bagi pembentuk undang-undang untuk menempatkan lembaga 

bantuan teknis penyidikan tidak lagi "satu atap" dengan organisasi 

kepolisian. 

Penghentian penyidikan merupakan hal yang dapat saja terjadi di 

dalam proses sistem peradilan pidana. Pada KUHAP 1981, penyidik 

diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan dalam hal 

tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan 

tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum (Pasal 109 

Ayat 2 KUHAP 1981) Penghentian penyidikan demi hukum berkaitan 

dengan keadaan orang yang disangka, antara lain orang tersebut telah 

dihukum untuk perbuatan yang sama sehingga berlaku asas nebis in 

idem, atau orang yang disangka telah meninggal dunia (Pasal 77 

KUHP).  

 

KUHAP 2025 memberikan kewenangan penghentian penyidikan 

kepada penyidik didasarkan pada alasan-alasan yang diperjelas dan 
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Dalam sistem hukum pidana, pihak berwenang diberikan otoritas 

untuk melaksanakan tindakan tertentu yang dapat membatasi hak 

asasi individu demi kepentingan penerapan hukum. Tindakan ini 

dikenal sebagai upaya paksa. Pemberian hak khusus kepada penyidik 

dalam tugas penyidikan adalah upaya paksa. Ini termasuk wewenang 

penyidik memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menetapkan 

tersangka tindak pidana (Kumendong & Lembong, 2020). 

Sebagaimana diatur Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) menyatakan upaya paksa adalah tindakan aparat penegak 

hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, 

penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, 

pemblokiran, serta larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk 

keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan 

dalam Undang-Undang ini dalam rangka kepentingan penegakan 

hukum.  

Berdasarkan ketentuan tersebut, simpulannya, upaya paksa 

adalah tindakan yang dilaksanakan oleh pihak berwenang dalam 

proses penegakan hukum terhadap individu, seperti menetapkan 

seseorang sebagai tersangka, melaksanakan penangkapan, 

penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dokumen, 

melakukan penyadapan, pemblokiran, melarang keberangkatan 

keluar wilayah Indonesia yang dijalankan selaras dengan peraturan 

yang berjalan. Perumusan menekankan bahwa segala jenis upaya 

paksa hanya dapat dilaksanakan dalam kerangka hukum yang sudah 

diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan. 

Pengaturan tersebut bertujuan untuk mempertahankan 

keseimbangan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan 

terhadap hak asasi manusia, sehingga tiap tindakan membatasi 

kebebasan individu harus dilakukan berdasarkan hukum dengan 

prosedur yang jelas serta alasan yang sah. Adapun bentuk upaya paksa 

sebagaimana diatur Pasal 89 KUHAP mencakup: 

1. Penetapan tersangka 

2. Penangkapan 

3. Penahanan 

4. Penggelapan 
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5. Penyitaan 

6. Penyadapan 

7. Pemeriksaan surat 

8. Pemblokiran, dan 

9. Larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah 

Indonesia  

Ketentuan ini mengindikasikan bahwa tindakan paksa adalah 

sejumlah langkah yang bisa dilaksanakan oleh pihak berwenang demi 

kebutuhan penyidikan, penuntutan, dan jalannya proses hukum 

pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari berbagai 

jenis upaya paksa yang ada, penahanan dan penangkapan adalah 

tindakan yang paling langsung membatasi kebebasan fisik individu. 

Kedua tindakan tersebut berimplikasi serius terhadap hak atas 

kebebasan individu, hak untuk bergerak, serta hak atas perlindungan 

hukum.  

 

Penangkapan 

Penangkapan adalah suatu cara yang memaksa dan secara langsung 

menghalangi kebebasan individu selama proses hukum pidana (Tatas 

dkk., 2025). Mengacu pada Pasal 1 angka 32 KUHAP, penangkapan 

merupakan tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu 

kebebasan tersangka, terdakwa, atau terpidana berdasarkan minimal 

2 alat bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau 

pemeriksaan di sidang pengadilan. Rumusan tersebut 

menggarisbawahi bahwa penahanan hanya dapat dilaksanakan jika 

telah memenuhi kondisi pembuktian awal yang memadai serta 

bertujuan untuk menunjang kelancaran proses peradilan pidana. 

Secara umum, penangkapan dilakukan untuk tujuan penyidikan. 

Namun dalam proses penyelidikan, penangkapan juga dapat 

dilakukan oleh penyelidik sepanjang terdapat perintah dari penyidik. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa wewenang untuk melakukan 

penangkapan tetap berada dalam kendali penyidik yang bertanggung 

jawab atas proses penyidikan, sehingga pelaksanaannya tetap harus 

mematuhi syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan undang-

undang.  
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Ketentuan terkait penangkapan dikelola lebih dalam pada Pasal 

93 hingga Pasal 98 KUHAP. Pengaturan ini menunjukkan bahwa 

penangkapan sebagai suatu bentuk batasan terhadap kebebasan 

individu tidak hanya dijelaskan secara teoritis, namun juga diatur 

dengan prosedur serta syarat-syarat yang ketat untuk menghindari 

tindakan sewenang-wenang. Pasal 93 ayat (4) KUHAP menegaskan 

ketentuan mengenai mekanisme penangkapan yang disebutkan dalam 

ayat sebelumnya tidak berlaku bagi penyidik di Kejaksaan Republik 

Indonesia, KPK, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengecualian 

ini menandakan adanya regulasi khusus (lex specialis) untuk lembaga 

tertentu yang memiliki kuasa penyidikan berdasarkan undang-

undang khusus. 

Selanjutnya Pasal 94 KUHAP menyatakan penangkapan harus 

dilakukan terhadap individu yang diduga melakukan tindak pidana 

berdasarkan minimal 2 alat bukti. Ketentuan tersebut menegaskan 

bahwa adanya standar pembuktian awal merupakan syarat yang perlu 

dicapai sebelum melaksanakan tindakan yang membatasi kebebasan 

individu. Mengenai jenis alat bukti, diatur Pasal 235 ayat (1) KUHAP 

yang menyebut alat bukti meliputi: 

1. Keterangan saksi 

2. Keterangan ahli 

3. Surat 

4. Keterangan terdakwa 

5. Barang bukti 

6. Bukti elektronik 

7. Pengamatan hakim, dan 

8. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan 

pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang 

diperoleh secara tidak melawan hukum 

Ketentuan mengenai alat bukti merupakan segala bentuk 

keterangan, dokumen, benda, maupun informasi yang sah menurut 

hukum yang mampu dipergunakan oleh hakim untuk menilai dan 

membuktikan suatu peristiwa pidana dalam persidangan. Dengan 

demikian, syarat adanya dua alat bukti dalam proses penangkapan 

dimaksudkan agar tindakan tersebut didasarkan pada bukti yang sah 

serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 
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Konsep Upaya Paksa  

Pembaruan hukum pidana formil dibutuhkan untuk harmonisasi dan 

integrasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 

(Saputra, 2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) hadir sebagai lex 

generalis dalam hukum formil yang mengubah undang-undang 

sektoral, kecuali ditentukan lain. Terdiri dari XXIII bab dan 369 pasal, 

upaya paksa diatur dalam bab V pada pasal 89-141.  

Upaya paksa dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti 

agar peristiwa pidana menjadi jelas serta untuk menemukan 

tersangkanya, meskipun tindakan tersebut pada dasarnya merupakan 

pembatasan terhadap hak asasi manusia (Rohmatullah, 2023), seperti 

penggeledahan dan pemeriksaan surat sebagai pelanggaran hak atas 

privasi atau penyitaan sebagai pelanggaran hak atas kepemilikan 

kebendaan (Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 

2025). Oleh karena itu, pelaksanaan upaya harus mempertimbangkan 

asas proporsionalitas (Cekli Setya Pratiwi & Febriansyah Ramadhan, 

2025; Faizan dkk., 2025). Bab ini akan berfokus membahas upaya 

paksa pengeledahan dan penyitaan. 

 

Pengertian Penggeledahan  

Terminologi bahasa lain dari penggeledahan adalah doorzoeking 

(Belanda), search (Inggris), atau sosaku (Jepang). Penggeledahan 

adalah perbuatan penyidik untuk memeriksa barang atau tempat yang 

dimiliki atau berada dalam penguasaan seseorang berhubungan 

dengan tindak pidana untuk memperoleh bukti dalam proses 

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan (Anak 

Hebat Indonesia, 2025).  

Dalam KUHAP, Jepang memberikan definisi penggeledahan 

adalah perbuatan untuk menemukan bukti atau pelaku, kewenangan 

investigasi untuk dapat memeriksa tubuh seseorang, barang pribadi, 

rumah, atau tempat lain (Mitsui & Sakamaki, 2022).  

Penggeledahan merupakan tugas dan wewenang penuh dari 

penyidik yang dapat didelegasikan kepada penyelidik, sehingga 

penyelidik dapat melakukan penggeledahan atas perintah dari 
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penyidik. Dengan demikian, saat penangkapan berdasarkan dugaan 

disertai alasan, penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian 

dan benda yang dibawa.  

 

Objek dan Prosedur Penggeledahan 

1. Objek Penggeledahan 

Objek penggeledahan mengalami perluasan dengan menyesuaikan 

perkembangan teknologi seperti:  

a. Rumah atau bangunan;  

b. Pakaian;  

c. Badan;  

d. Alat transportasi;  

e. Informasi elektronik;  

f. Dokumen elektronik; dan/atau  

g. Benda lainnya (Anak Hebat Indonesia, 2025).  

Penggeledahan terhadap badan termasuk pemeriksaan rongga 

badan yang dilaksanakan oleh pejabat kesehatan dengan jenis 

kelamin yang sama. 

Dengan penggeledahan diharapkan pengumpulan bukti dapat 

membantu penegak hukum saat pemeriksaan dan menjatuhkan 

putusan. (Bernardini & Sanvitale, 2023), oleh karena itu, prosedur 

sistem peradilan pidana harus dipatuhi sehingga dapat 

meminimalisasi ketidaksesuai prosedural. 

Berdasarkan Pasal 47 KUHAP 2025, untuk mengungkap tindak 

pidana, dokumen yang belum disita seperti surat atau data tertulis 

lain, penyidik dapat melakukan penggeledahan termasuk 

penyitaan bila dibutuhkan. 

 

2. Prosedur Penggeledahan 

Prosedur penggeledahan dalam KUHAP 2025 dimulai dari Pasal 

113 KUHAP 2025 atas kewajiban penyidik untuk mengajukan 

permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri secara jelas dan 

spesifik mencantumkan lokasi yang akan digeledah serta 

menguraikan alasan, dasar hukum, dan fakta konkret yang 

menimbulkan keyakinan penyidik bahwa di tempat tersebut 

terdapat bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana. 
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Permohonan izin ini menunjukkan penggeledahan tidak dilakukan 

secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam kerangka due 

process of law. 

Setelah permohonan disetujui, pemeriksaan melalui tindakan 

penggeledahan dan/atau penyitaan dalam hukum acara pidana 

pada prinsipnya bersifat terbatas dan terarah terhadap barang 

yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Pembatasan ini 

dimaksudkan untuk mencegah praktik fishing expedition oleh 

aparat penegak hukum. Fishing expedition merupakan 

penggeledahan atau pencarian informasi spekulatif dan 

berlebihan, tanpa kecurigaan jelas dan tanpa batasan (Keunen, 

2023), sehingga tindakan penggeledahan tetap proporsional dan 

sejalan dengan asas perlindungan hak asasi manusia. 

KUHAP 2025 memberikan pengecualian terhadap kewajiban 

memperoleh izin pengadilan terlebih dahulu dalam keadaan 

tertentu yang dikualifikasikan sebagai kondisi mendesak 

sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (5) KUHAP 2025. Kondisi 

mendesak tersebut dibatasi secara limitatif antara lain: (1) letak 

geografis yang susah dijangkau; (2) tertangkap tangan; (3) 

berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti; 

dan/atau (4) situasi berdasarkan penilaian penyidik.  

Namun, meskipun penggeledahan dalam kondisi mendesak, 

tidak menghapuskan kewajiban untuk mengajukan permohonan 

yang harus diajukan oleh penyidik paling lama 2 x 24 jam setelah 

dilakukan penggeledahan kepada ketua pengadilan negeri. 

Pengadilan negeri juga harus memberikan tanggapan, apakah 

persetujuan atau penolakan yang disertai alasan dalam bentuk 

penetapan atas permohonan izin penggeledahan dengan jangka 

waktu paling lama 2 × 24 jam. 

Ketentuan ini mempertegas mekanisme perlindungan hukum 

bagi pihak yang dikenai penggeledahan, karena apabila pengadilan 

negeri menolak permohonan tersebut, maka konsekuensi 

hukumnya adalah barang-barang hasil penggeledahan tanpa izin 

tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Ketentuan ini 

melindungi prinsip due process of law dan exclusionary rule (Nazhif 

Ali Murtadho, 2025). 
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Tahap Penuntutan 

1. Konsep dan Kedudukan Penuntutan  

Kekuasaan penuntutan adalah kewenangan negara yang bersifat 

bebas dan merdeka, serta menempati kedudukan yang sangat 

strategis dalam menjaga dan melindungi kepentingan negara, 

kepentingan umum, dan tegaknya hukum dalam suatu negara 

(Rahim, 2023). Penuntutan merupakan tahap lanjutan setelah 

penyidikan dalam sistem peradilan pidana (Rosita, 2018). Menurut 

Wirjono Prodjodikoro, penuntutan terhadap seorang terdakwa di 

hadapan hakim pidana pada dasarnya berarti menyerahkan 

terdakwa beserta berkas perkaranya kepada pengadilan, disertai 

permohonan agar hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan 

atas perkara pidana yang didakwakan kepadanya (Hiariej Eddy 

O.S., 2024).  

Penuntutan dalam KUHAP Baru tidak lagi diposisikan sekadar 

sebagai tahap administratif pelimpahan perkara, melainkan 

sebagai filter yuridis yang menentukan apakah suatu perkara layak 

dibawa ke persidangan. Pengertian penuntutan yang dirumuskan 

dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP Baru sebagai “tindakan penuntut 

umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri 

yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 

pengadilan” menegaskan dua unsur pokok, yaitu pelimpahan 

perkara ke pengadilan dan adanya permintaan pemeriksaan serta 

putusan dari hakim. 

Walaupun redaksinya tidak jauh berbeda dengan pengertian 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemaknaan 

penuntutan dalam KUHAP baru berkembang lebih substansial. 

Penuntut umum tidak sekadar bertindak sebagai pihak yang 

meneruskan hasil penyidikan, melainkan wajib melakukan 

evaluasi menyeluruh terhadap kecukupan alat bukti, legalitas 

tindakan upaya paksa, serta terpenuhinya hak-hak tersangka. 

Kewenangan penuntutan tetap berada pada Penuntut Umum 

yang secara institusional berada di bawah Kejaksaan Republik 

Indonesia. Penuntutan perkara dilakukan oleh Jaksa Penuntut 

Umum dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan. Penuntut 
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Umum adalah jaksa yang diberi kewenangan untuk melakukan 

penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, 2026).  

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak 

ditemukan penjelasan yang tegas mengenai kapan suatu 

penuntutan dimulai atau pada tahap apa penuntutan dianggap 

telah ada. Tetapi Moeljatno mengkualifikasikan tindakan penuntut 

umum yang secara nyata ditujukan untuk melimpahkan perkara ke 

pengadilan dan meminta hakim memeriksa serta memutus perkara 

tersebut. Yang dapat dikatakan sebagai tindakan penuntutan 

menurut Moeljatno adalah sebagai berikut (Muhammad, 2007): 

a. Apabila jaksa telah menyerahkan daftar perkara kepada hakim 

yang dilengkapi dengan surat tuntutan. 

b. Apabila terdakwa berada dalam status tahanan dan jaksa 

mengajukan permohonan perpanjangan masa penahanan 

kepada hakim; terlebih apabila setelah lima puluh hari masa 

penahanan masih dimintakan perpanjangan, maka secara moral 

dapat dipandang bahwa jaksa telah memiliki alasan yang cukup 

untuk melakukan penuntutan. 

c. Apabila melalui cara tertentu jaksa menyampaikan 

pemberitahuan kepada hakim bahwa terdapat perkara yang 

akan diajukan kepadanya. 

Dengan demikian, penuntutan memiliki kedudukan sentral 

dalam sistem peradilan pidana karena menjadi titik temu antara 

kewenangan penyidik dan kewenangan hakim. Jaksa tidak hanya 

bertindak sebagai “penerus” perkara dari penyidik, tetapi juga 

sebagai pengendali perkara (dominus litis) yang menilai 

kelengkapan formil dan materiil, menentukan layak atau tidaknya 

suatu perkara diajukan ke persidangan, serta merumuskan ruang 

lingkup dakwaan.  

 

2. Pengendalian Perkara (dominus litis) 

Sejarah perkembangan hukum sering menggambarkan hubungan 

penyidik dan penuntut umum dalam posisi yang kurang seimbang, 

di mana jaksa seakan-akan hanya berperan sebagai pihak yang 

"terima beres" dari proses penyidikan. Dalam pola lama tersebut, 
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Pengertian Surat Dakwaan 

Pada saat berlakunya HIR, surat dakwaan dikenal dengan istilah 

"surat tuduhan" atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai “acte van 

beschuldiging”. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP), surat dakwaan disebut dengan nama "surat 

dakwaan" atau “acte van verwijzing”. Dalam bahasa Inggris, istilah ini 

merujuk pada indictment (Rossinskiy, 2023).  

Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum 

berupa pengertian (Fitriani et al., 2022): 

1. Sebuah akta hukum; 

2. Yang berisi penjelasan tentang perbuatan pidana yang dituduhkan 

kepada terdakwa; 

3. Disusun berdasarkan hasil pemeriksaan dari proses penyidikan, 

yang dikaitkan dengan pasal-pasal hukum yang dilanggar oleh 

terdakwa;  

4. Berfungsi sebagai dasar bagi hakim dalam menjalankan proses 

persidangan. 

Menurut J.C.T. Simorangkir (Keintjem et al., 2025), kata "dak" 

berasal dari "tuduh," yang berarti bahwa "mendakwa" memiliki 

makna menuduh, dan "terdakwa" merujuk pada orang yang sedang 

dituduh. Di sisi lain, A. Karim Nasution (Ngape, 2018) menjelaskan 

bahwa surat dakwaan adalah sebuah dokumen yang memuat rumusan 

tentang tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang. Dokumen 

ini biasanya berasal dari hasil pemeriksaan awal dan menjadi dasar 

bagi hakim untuk melanjutkan pemeriksaan. Apabila ditemukan bukti 

yang cukup, terdakwa akan diadili. Sementara itu, I.A. Nederberg 

(Saktiawan et al., 2022) mendefinisikan surat dakwaan sebagai 

dokumen yang berfungsi sebagai landasan untuk menentukan ruang 

lingkup pemeriksaan oleh hakim, serta memberikan batasan yang 

jelas terkait dengan apa yang akan diuji selama proses persidangan. 

Dalam konteks hukum, surat dakwaan dalam perkara pidana 

memiliki kesamaan dengan "surat gugatan" dalam perkara perdata, 

karena keduanya menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan 

pemeriksaan dan menentukan batasan-batasan yang menjadi dasar 

keputusan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara 

keduanya. Surat gugatan disusun oleh pihak yang merasa dirugikan, 
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sedangkan surat dakwaan disusun oleh penuntut umum (jaksa), yang 

dalam pembuatannya tidak bergantung pada keinginan korban, 

kecuali dalam kasus delik aduan (Hamzah, 2022).  

Dakwaan memiliki peranan penting dalam sistem hukum acara 

pidana di Indonesia karena menjadi dasar bagi hakim dalam 

memeriksa perkara yang diajukan. Proses pemeriksaan ini didasarkan 

pada isi surat dakwaan yang telah disusun, dan menurut Nederburg, 

meskipun batas-batas yang ditetapkan dalam surat dakwaan tidak 

terlampaui, pemeriksaan tetap dianggap sah. Namun, keputusan yang 

diambil oleh hakim hanya akan mencakup peristiwa-peristiwa yang 

telah tercantum dalam surat dakwaan tersebut. (Zurnetti et al., 2021).  

 

Syarat Materil dan Formil 

Menurut Pasal 75 ayat (2) KUHAP No. 20 Tahun 2025, surat dakwaan 

harus memenuhi dua syarat penting, yaitu syarat materiil dan formil. 

1. Syarat-Syarat Formil  

Untuk memastikan surat dakwaan sesuai dengan ketentuan, 

syarat-syarat formil yang diatur dalam Pasal 75 ayat 2 huruf a Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus dipenuhi, 

yang mencakup beberapa hal berikut: 

a. Surat dakwaan harus mencantumkan tanggal; 

b. Memuat identitas terdakwa secara lengkap, yang meliputi: 

1) Nama lengkap terdakwa; 

2) Tempat, tanggal lahir, atau umur; 

3) Jenis kelamin; 

4) Kewarganegaraan; 

5) Alamat tempat tinggal; 

6) Agama; dan 

7) Pekerjaan.  

c. Ditandatangani oleh penuntut umum (jaksa) 

Hakim berhak membatalkan dakwaan yang diajukan oleh 

penuntut umum jika dakwaan tersebut tidak jelas mengenai 

siapa yang menjadi sasaran dakwaan. Tujuan dari pembatalan 

ini adalah untuk menghindari kekeliruan terkait identitas orang 

atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya, yang dikenal 

dengan istilah error of subyektum (Harianty, 2016).  
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Praperadilan 

Setiap tahap dalam proses peradilan pidana tersebut memiliki 

mekanisme pengawasan, antara lain: 1) tahap pre-adjudication yang 

diawasi oleh lembaga praperadilan; 2) tahap adjudication yang 

diawasi oleh sistem pembuktian, yang memungkinkan hakim 

memutus bersalah, terbukti tetapi bukan tindak pidana atau berupa 

putusan bebas murni; 3) tahap post-adjudication diawasi oleh hakim 

wasmat serta sistem dalam lembaga pemasyarakatan. 

Dari tiga tahap tersebut, tahap pre-adjudication adalah tahap 

yang krusial karena dalam tahap tersebut dilakukan kerja 

penyelidikan dan penyidikan yang di dalamnya terdapat tindakan 

penetapan tersangka, penahanan, penangkapan, penggeledahan, 

penyitaan, penerapan pasal yang disangkakan, dan lain sebagainya. 

Dalam situasi yang krusial tersebut, seluruh proses pre-

adjudication dilaksanakan dalam kondisi tidak terbuka untuk umum. 

Apabila tersangka didampingi kuasa hukum, tentu terdapat 

pembelaan yang lebih memadai. Namun, bila tanpa pendampingan 

dari kuasa hukum, tentu kondisi kerja penyelidikan dan penyidikan 

berjalan tanpa pengawasan (Maskur Hidayat, 2015). 

1. Konsep Praperadilan 

Beberapa ahli menyatakan bahwa lembaga praperadilan 

merupakan salah satu bentuk hasil transplantasi hukum dari 

konsep hukum Habeas corpus negara yang sistem hukum 

pidananya sudah dimodernisasi. Dalam konsep due process of law 

model, penerapan upaya paksa selalu diimbangi atau dipadankan 

dengan lembaga Habeas corpus. Dengan kata lain, alat kontrol dari 

penerapan upaya paksa secara sistem ialah melalui mekanisme 

Habeas corpus. 

Secara leksikal atau gramatikal istilah Habeas corpus 

mempunyai arti menguasai diri seseorang. Singkatnya, konsep ini 

adalah suatu upaya hukum untuk menentang dilaksanakannya 

penahanan seseorang. Definisinya dapat dilihat dari dua segi. 

Secara materil berarti suatu tindakan hukum yang menentang 

dilakukannya penahanan seseorang (Ramsen Marpaung, 2021). 

Sementara itu, secara formil diwujudkan dengan adanya suatu 

surat perintah dari pengadilan atau dikenal sebagai great writ. 
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Surat ini merupakan suatu cara mengawasi dan memantau kembali 

keabsahan penahanan seseorang yang berada dalam tahanan. 

Dokumen tersebut ditujukan kepada instansi yang sedang 

menahan seseorang. 

Surat perintah Habeas corpus, yang juga dikenal dengan 

Habeas corpus Act, lazimnya berisi penjelasan bahwa jika 

seseorang tahanan berada dalam penguasaan suatu lembaga, maka 

lembaga tersebut berkewajiban menghadirkan orang tersebut di 

depan pengadilan dalam waktu 2 (dua) hari setelah penahanannya 

serta memberikan bukti hukum yang menyebabkan penahanan 

tersebut (A. Widiada Gunakaya, 2017). 

 

2. Fungsi Praperadilan 

Praperadilan menurut KUHAP 2025 merupakan kewenangan 

pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang 

diajukan oleh tersangka atau keluarga tersangka, korban atau 

keluarga korban, pelapor, atau advokat atau pemberi bantuan 

hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum 

tersangka atau korban atas tindakan penyidik dalam melakukan 

penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam melakukan 

penuntutan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini 

(Pasal 1 Ayat 15 KUHAP 2025). 

Praperadilan secara tidak langsung merupakan sebuah 

lembaga pengawasan yang dimiliki sistem peradilan pidana 

terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik maupun 

penuntut umum. Lembaga praperadilan menjadi bentuk 

mekanisme pengawasan penyidikan dan penuntutan. 

Praperadilan juga sering disebut sebagai mekanisme kontrol 

dengan cara: 

a. Kontrol vertikal, yaitu kontrol dari atas ke bawah; dan 

b. Kontrol horizontal, yaitu kontrol ke samping, antara penyidik 

dan penuntut umum secara timbal balik serta terhadap 

tersangka, keluarganya, atau pihak lain. 

Praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap 

tindakan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum 

dalam hal: 
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Pengertian, Ruang Lingkup, dan Urgensi 

Secara umum ganti kerugian dapat dimaknai sebagai sesuatu yang 

harus diberikan kepada seseorang sebagai bentuk kompensasi atau 

pengganti, dalam bentuk tertentu, atas kerugian yang diderita sebagai 

akibat dari adanya kesalahan dari suatu penerapan hukum. Tujuannya 

adalah memberikan kembali hak seseorang yang telah direnggut 

(Shelton, 2022).  

Dalam hukum acara pidana, ganti kerugian adalah hak yang 

diberikan kepada seseorang yang dirugikan sebagai akibat dari 

tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum yang dilakukan 

secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum. KUHAP memaknai 

ganti kerugian sebagai kompensasi atau pengganti yang diberikan 

kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana karena mengalami 

penangkapan, penahanan, penuntutan, atau tindakan lain dalam 

proses peradilan tanpa dasar hukum yang sah atau karena kekeliruan 

aparat dalam menegakkan hukum (Fitria & Ahlina, 2024). 

Secara konseptual, ganti kerugian tidak hanya dimaknai sebagai 

kompensasi secara finansial, melainkan sebagai instrumen untuk 

memulihkan hak (remedial mechanism) atas pelanggaran hak asasi 

manusia yang terjadi dalam proses peradilan pidana. Karenanya ganti 

kerugian juga berfungsi sebagai koreksi terhadap kesalahan negara 

dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum serta 

pengejawantahan dari prinsip due process of law dan asas 

presumption of innocence (Kusuma & Mandala, 2022). 

Dimensi terkait ruang lingkupnya mencakup beberapa aspek. 

Pertama, dari sisi subjek, ganti kerugian dapat diajukan oleh 

tersangka, terdakwa, atau terpidana yang dirugikan secara langsung, 

serta dalam beberapa hal tertentu, bila berdampak langsung, tuntutan 

ganti kerugian dapat diajukan oleh keluarga atau ahli waris. Kedua, 

dari sisi objeknya, bentuk daripada kerugian itu dapat dikategorikan 

ke dalam dua macam bentuk, yakni kerugian materiil dan immateriil. 

Yang dimaksud dengan kerugian secara materiil adalah sesuatu yang 

nampak dan dapat dinilai atau diukur, sebagai contoh misalnya 

kerugian atas kekayaan harta benda atau kerugian atas kepemilikan 

sesuatu. Sementara immateriil adalah kerugian yang tidak terlihat, 

yang tidak semua orang bisa memberikan ukuran atau parameter 
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yang jelas, atau merasakan, yang bisa jadi hanya orang yang 

bersangkutan yang merasakan, misalnya hilangnya kebebasan dan 

reputasi, labelling dari masyarakat, penderitaan secara mental, batin, 

dan psikologis. Ketiga, dari sisi landasan atau dasar pengajuan ganti 

kerugian, yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, 

penyitaan, penuntutan, atau tindakan lain dalam proses peradilan 

yang dilakukan secara tidak sah, baik yang dilakukan tanpa dasar 

hukum yang jelas atau upaya yang dianggap telah melampaui 

kewenangan (Pramesti dkk., 2024). 

Urgensi ganti kerugian terletak pada fungsinya sebagai instrumen 

perlindungan hak warga negara dari potensi penyalahgunaan 

kewenangan oleh aparat penegak hukum. Hal ini diberikan sebagai 

bentuk perhatian sekaligus antisipasi karena hukum pidana sebagai 

ultimum remedium dan memiliki daya paksa terhadap warga negara 

(Ma, 2024). Berdasarkan doktrin state liability atau 

pertanggungjawaban negara, maka apabila terdapat aparat penegak 

hukum yang melakukan tindakan yang tidak sah seperti melakukan 

penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang jelas, negara 

wajib mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan yang 

telah dilakukan aparat (Putri & Sambas, 2024). 

Eksistensi dari adanya mekanisme ganti kerugian dapat 

memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana yang mampu 

mengakui kesalahan dan memberikan pemulihan kepada korban 

kesalahan proses hukum sehingga akan lebih mendapatkan 

kepercayaan dari masyarakat. Hal ini adalah justifikasi terhadap 

pergeseran paradigma hukum acara pidana Indonesia dari crime 

control model yang berorientasi pada kecepatan, bukan ketepatan, 

yang mana sering mengabaikan mekanisme kontrol pada masing-

masing tahapan (Hafrida & Usman, 2024), menjadi due process of law 

yang lebih berorientasi pada keadilan yang prosedural. 

 

Subjek dan Objek 

Yang dimaksud dengan subjek di sini ialah siapa saja pihak yang 

memiliki hak untuk mengajukan ganti kerugian. Landasan pengajuan 

karena adanya pelanggaran hak, atau dengan kata lain adalah mereka 

yang menderita kerugian, antara lain Tersangka, Terdakwa, 
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Terpidana, serta Keluarga atau Pihak yang dirugikan secara langsung. 

Kemudian yang dimaksud dengan objek ganti kerugian ialah jenis 

kerugian sebagai akibat tindakan tidak sah dalam proses peradilan 

pidana yang dapat diajukan pemulihannya (Kaban dkk., 2023). Secara 

umum objek ganti kerugian diklasifikasikan menjadi 2, yakni kerugian 

materiil dan immateriil Kerugian materiil menekankan kepada 

kerugian yang lebih konkret karena dapat diukur secara ekonomis, 

sementara kerugian immaterial merujuk kepada kerugian 

nonekonomis dan cenderung psikologis yang bentuknya tidak konkret 

dan lebih sulit diukur. 

Sebagai instrumen negara dalam menjalankan hukum pidana, 

aparat penegak hukum diberi kewenangan untuk melakukan upaya 

paksa seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, 

serta penyitaan sebagaimana dalam Pasal 1 KUHAP. Namun dalam 

pelaksanaannya perlu mengindahkan hal-hal tertentu karena tidak 

semua upaya paksa yang dilakukan selalu memiliki legitimasi atau 

dapat dibenarkan. Dalam konsep negara hukum, tidak sahnya suatu 

upaya paksa tidak hanya berdampak pada batalnya tindakan tersebut, 

tetapi juga menjustifikasi adanya tanggung jawab bagi negara atas 

pelanggaran HAM dalam proses peradilan pidana. Sebagai bentuk 

perlindungan dari upaya paksa yang tidak sah, maka korban memiliki 

hak untuk mengajukan praperadilan. 

Praperadilan adalah salah satu pranata baru dalam hukum acara 

pidana sebagai kontrol horizontal. Hal ini dilakukan untuk mencegah 

terjadinya penyalahgunaan wewenang atau kesalahan prosedural dari 

aparat penegak hukum, yang bilamana terjadi maka korban berhak 

mendapatkan ganti kerugian berupa pemulihan martabat serta 

finansial (Qurniawan dkk., 2022). Seorang tersangka dapat 

mengajukan ganti kerugian manakala ditemukan kekeliruan pada 

aparat penegak hukum dalam proses menegakkan hukum. Dasar 

argumentasi yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk pengajuan 

ganti rugi adalah penetapan status hukum yang disematkan kepada 

seseorang melalui proses yang tidak sah sebagai akibat dari 

kekeliruan orang (error in persona), atau salah dalam menerapkan 

hukum (error in judicio) (Gunawan dkk., 2024). Lantas, apa yang 

dimaksud dengan proses yang tidak sah di sini? Frasa tidak sah dapat 
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Pengantar 

Sistem peradilan pidana memegang peran strategis dalam menjamin 

terciptanya keadilan serta kepastian hukum bagi setiap warga negara. 

Penegakan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada 

penghukuman terhadap pelaku kejahatan, melainkan juga harus 

memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak individu. 

Prinsip tersebut lahir sebagai konsekuensi dari konsep negara hukum 

yang menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan 

kekuasaan negara (Yusriyadi 2021). Perlindungan terhadap hak 

individu menjadi syarat utama agar proses penegakan hukum tidak 

berubah menjadi alat kekuasaan yang represif. Setiap proses hukum 

wajib berjalan secara proporsional serta menghormati martabat 

manusia. Penegakan hukum yang berkeadilan hanya dapat terwujud 

apabila keseimbangan antara kewenangan negara dan hak individu 

dijaga secara konsisten (Asnawi, 2022).  

Perkembangan pemikiran hukum modern menunjukkan 

perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana. Orientasi yang 

sebelumnya menitikberatkan pada kepentingan negara secara 

perlahan bergeser menuju perlindungan hak asasi manusia. 

Perubahan tersebut muncul sebagai respons terhadap berbagai 

praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penegakan hukum 

(Harkrisnowo, 2022). Pengalaman historis menunjukkan bahwa 

kewenangan aparat yang tidak dibatasi sering kali berujung pada 

pelanggaran hak individu. Perkembangan hukum internasional turut 

memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan tersebut. 

Standar perlindungan hak asasi manusia kemudian menjadi referensi 

penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana (Masriani, 2020). 

Pemikiran tersebut mendorong lahirnya berbagai reformasi hukum 

acara pidana di berbagai negara.  

Indonesia sebagai negara hukum turut melakukan pembaruan 

terhadap sistem hukum acara pidana. Upaya tersebut bertujuan 

menyesuaikan mekanisme penegakan hukum dengan prinsip 

perlindungan hak asasi manusia. Reformasi hukum acara pidana 

menjadi bagian penting dalam pembangunan sistem hukum nasional 

(Panjaitan, 2022). Pembaruan tersebut tidak hanya berkaitan dengan 

prosedur teknis, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan hak 
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individu. Keberadaan regulasi baru diharapkan mampu menjawab 

berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik penegakan hukum 

sebelumnya. Evaluasi terhadap sistem lama menunjukkan perlunya 

penguatan jaminan hak bagi individu yang berhadapan dengan 

hukum. Pembaruan regulasi kemudian menjadi langkah strategis 

untuk memperbaiki kelemahan tersebut.  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP hadir 

sebagai instrumen hukum yang membawa perubahan penting dalam 

sistem peradilan pidana Indonesia (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana, 2025). Regulasi tersebut menggantikan 

ketentuan sebelumnya yang dinilai tidak lagi mampu menjawab 

perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Kehadiran KUHAP 

baru mencerminkan komitmen negara dalam memperkuat 

perlindungan hak asasi manusia. Pembaruan tersebut juga 

menunjukkan upaya harmonisasi hukum nasional dengan standar 

hukum internasional. Regulasi baru mempertegas batas kewenangan 

aparat penegak hukum. Penegasan tersebut bertujuan mencegah 

terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam proses penegakan 

hukum. Perubahan tersebut sekaligus memperkuat legitimasi sistem 

peradilan pidana.  

Hak tersangka, terdakwa, dan terpidana memperoleh perhatian 

khusus dalam pembaruan KUHAP. Perlindungan terhadap ketiga 

subjek hukum tersebut menjadi indikator penting kualitas sistem 

peradilan pidana. Individu yang berhadapan dengan hukum sering 

berada pada posisi yang rentan terhadap penyalahgunaan 

kewenangan. Situasi tersebut menuntut adanya regulasi yang mampu 

menjamin perlindungan hak secara efektif (Pujiyono, 2019). Sistem 

peradilan pidana modern tidak lagi menempatkan tersangka sebagai 

objek penegakan hukum semata. Kedudukan tersangka diakui sebagai 

subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental (Hamzah, 2021). 

Pengakuan tersebut menjadi dasar penting dalam menciptakan proses 

hukum yang adil.  

Konsep perlindungan hak individu dalam hukum acara pidana 

berakar pada prinsip negara hukum. Negara hukum menuntut setiap 

tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas. Prinsip 
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tersebut juga menegaskan bahwa kekuasaan negara tidak boleh 

digunakan secara sewenang-wenang. Penegakan hukum pidana harus 

dilaksanakan melalui prosedur yang adil dan transparan. 

Perlindungan terhadap hak individu menjadi mekanisme kontrol 

terhadap penggunaan kekuasaan negara (Marlina, 2020). Mekanisme 

tersebut berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan 

penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep 

tersebut menjadi landasan utama dalam pembentukan regulasi 

hukum acara pidana modern.  

Asas praduga tidak bersalah merupakan salah satu prinsip 

fundamental dalam sistem peradilan pidana. Prinsip tersebut 

menyatakan bahwa setiap individu harus dianggap tidak bersalah 

sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

Penerapan asas tersebut bertujuan melindungi individu dari 

perlakuan yang tidak adil selama proses hukum berlangsung. 

Pengakuan terhadap asas tersebut juga menegaskan pentingnya 

penghormatan terhadap martabat manusia. Penegakan hukum tidak 

boleh mengorbankan hak individu demi kepentingan penindakan 

semata. Prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan 

berbagai ketentuan perlindungan hak tersangka dan terdakwa. 

Keberadaan asas praduga tidak bersalah memperkuat legitimasi 

sistem peradilan pidana yang berkeadilan.  

Hak memperoleh bantuan hukum menjadi elemen penting dalam 

perlindungan hak tersangka dan terdakwa. Bantuan hukum 

memungkinkan individu memahami proses hukum yang sedang 

dihadapi. Kehadiran penasihat hukum juga berfungsi memastikan 

bahwa proses pemeriksaan berjalan secara adil. Sistem peradilan 

pidana yang adil menuntut adanya keseimbangan antara aparat 

penegak hukum dan pihak yang diperiksa (Suseno, 2020). Tanpa 

bantuan hukum, individu sering berada dalam posisi yang tidak 

seimbang. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hak 

asasi manusia. Oleh sebab itu, jaminan bantuan hukum menjadi bagian 

penting dalam sistem hukum modern (Prasetyo, 2020).  

Perlindungan terhadap hak tersangka juga berkaitan dengan 

larangan penggunaan kekerasan dalam proses pemeriksaan. Praktik 

penyiksaan dalam proses penyidikan merupakan pelanggaran serius 
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terhadap hak asasi manusia. Pengalaman berbagai negara 

menunjukkan bahwa metode tersebut tidak hanya melanggar hukum 

tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. 

Sistem hukum modern menolak segala bentuk perlakuan tidak 

manusiawi dalam proses penegakan hukum (Wiratraman, 2021). 

Prinsip penghormatan terhadap martabat manusia harus menjadi 

dasar setiap tindakan aparat penegak hukum. Regulasi hukum acara 

pidana kemudian memberikan batasan yang jelas terhadap metode 

pemeriksaan. Ketentuan tersebut bertujuan melindungi individu dari 

tindakan represif.  

Hak terdakwa dalam proses persidangan juga memperoleh 

perhatian penting dalam sistem peradilan pidana. Persidangan 

merupakan tahapan krusial dalam menentukan bersalah atau 

tidaknya seseorang. Proses tersebut harus dilaksanakan secara 

terbuka, objektif, dan adil. Hak terdakwa untuk menyampaikan 

pembelaan menjadi bagian penting dari prinsip fair trial. Pengadilan 

wajib memberikan kesempatan yang seimbang bagi kedua belah 

pihak. Keseimbangan tersebut diperlukan untuk menjamin 

terciptanya keadilan substantif. Sistem peradilan yang transparan 

akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

peradilan (Arief, 2018).  

Hak menghadirkan saksi yang meringankan menjadi salah satu 

bentuk perlindungan hak terdakwa. Ketentuan tersebut memberikan 

kesempatan bagi terdakwa untuk membuktikan 

ketidakbersalahannya. Proses pembuktian tidak boleh hanya 

didominasi oleh penuntut umum (Ali, 2018). Kesempatan yang 

seimbang dalam menghadirkan alat bukti menjadi syarat penting 

dalam proses peradilan yang adil. Hak tersebut juga mencerminkan 

prinsip persamaan di hadapan hukum. Setiap individu memiliki 

kesempatan yang sama untuk membela diri di hadapan pengadilan. 

Ketentuan tersebut memperkuat legitimasi putusan pengadilan.  

Hak terpidana juga menjadi bagian penting dalam sistem 

peradilan pidana modern. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap tidak menghilangkan hak dasar seseorang sebagai 

manusia. Sistem pemasyarakatan mengakui bahwa tujuan 

pemidanaan bukan hanya memberikan hukuman. Proses pemidanaan 
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Proses pembuktian perkara pidana memegang peranan yang 

sangat penting, melalui proses inilah terbentuk keyakinan hakim yang 

kemudian menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan (Febriansyah et 

al., 2025). Seluruh rangkaian proses hukum pidana yang diawali 

dengan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, pada akhirnya 

bermuara pada satu pertanyaan mendasar, yaitu apakah kesalahan 

terdakwa dapat dibuktikan di persidangan menurut ketentuan hukum 

yang berlaku. Tanpa pembuktian yang sah dan meyakinkan, dakwaan 

penuntut umum tidak bisa dijadikan dasar pemidanaan. Pembuktian 

bukan hanya berkaitan dengan teknis atau bagaimana cara menilai 

alat bukti, namun juga merupakan mekanisme hukum untuk menguji 

kebenaran sekaligus membatasi wewenang negara dalam 

menjatuhkan pidana. 

Pada saat menjatuhkan putusan pidana, hakim memperkuat 

putusannya berdasarkan alat bukti yang diajukan (Priyono et al., 

2022). Kondisi ini menunjukkan peran penting pembuktian dalam 

menentukan jenis putusan yang akan diberikan, apakah berupa 

putusan bebas, putusan lepas, atau putusan pemidanaan. Dengan 

demikian, pembuktian berperan sebagai faktor penentu dalam 

keseluruhan proses peradilan pidana. Pembuktian dalam perkara 

pidana tidak hanya menentukan jenis alat bukti, tetapi juga mengatur 

prosedur pengajuan serta pemeriksaan alat bukti dalam persidangan 

sebagai bagian dari mekanisme peradilan yang terstruktur (Rohman 

et al., 2024). Jenis alat bukti yang diakui, bagaimana proses 

pembuktian dilaksanakan, serta larangan untuk menggunakan alat 

bukti yang didapatkan secara melawan hukum menunjukkan 

bagaimana hukum menyeimbangkan aspek kepastian hukum dan 

perlindungan terhadap hak terdakwa. Pengaturan mengenai 

pembuktian pada dasarnya merupakan instrumen agar hak-hak 

individu terlindungi sekaligus membatasi wewenang negara dalam 

peradilan pidana (Suseno, 2019). 

Putusan pidana harus benar secara materiil dan sah secara 

prosedural sejalan dengan asas due process of law dan fair trial, 

sebagai dasar legitimasi penjatuhan pidana (Santosa et al., 2025). Asas 

due process of law menegaskan bahwa setiap langkah negara dalam 

peradilan pidana dijalankan sesuai hukum yang jelas, sesuai prosedur 
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yang berlaku, dan juga mekanisme yang dapat diawasi. Pembuktian 

tidak boleh dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, 

walaupun dengan alasan untuk menemukan kebenaran. Keabsahan 

putusan pidana bukan hanya berdasarkan pada hasil akhirnya, namun 

juga berdasarkan kesesuaian prosedur dan mekanisme yang 

ditempuh berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Sementara itu, 

dalam prinsip fair trial, pembuktian harus menjamin adanya 

persamaan hak bagi para pihak untuk mengajukan alat bukti, 

menjamin otoritas hakim dalam penilaian alat bukti, serta menjamin 

terpenuhinya hak-hak terdakwa secara adil dalam proses peradilan. 

Keadilan dalam proses peradilan menjadi syarat utama agar hasil 

pembuktian dapat diakui sebagai kebenaran yang sah menurut 

hukum. Apabila proses pembuktian mengabaikan hak-hak terdakwa 

atau memakai alat bukti yang didapatkan secara tidak sah, maka 

keabsahan putusan perlu dipertanyakan walaupun secara materiil 

terdakwa terbukti bersalah. 

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025), 

pengaturan tentang pembuktian dalam hukum acara pidana di 

Indonesia mengalami pembaruan yang signifikan. Ketentuan 

mengenai jenis alat bukti serta hubungan antara alat bukti dan 

keyakinan hakim dirumuskan secara lebih sistematis sebagai 

pedoman yang mengikat dalam menjatuhkan putusan. Perubahan 

normatif dalam sistem pembuktian pidana Indonesia, termasuk 

adopsi doktrin exclusionary rule dan penekanan pada alat bukti yang 

diperoleh sesuai ketentuan dalam KUHAP 2025, mencerminkan upaya 

reformasi yang menyeimbangkan prinsip keadilan, legalitas, dan 

perlindungan hak asasi di era bukti digital (Murtadho, 2025). 

Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana 

sistem pembuktian yang dirumuskan dalam KUHAP 2025 mampu 

menjamin proses peradilan yang adil sekaligus memberikan kepastian 

hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap pembuktian dalam KUHAP 

2025 perlu difokuskan pada bagaimana sistem pembuktian 

dirumuskan, bagaimana alat bukti diklasifikasikan dan dinilai, serta 

bagaimana mekanisme pembuktian ditegaskan dalam kerangka 

hukum acara pidana yang baru. Pendekatan ini memungkinkan 
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pemahaman yang lebih sistematis mengenai karakter dan arah sistem 

pembuktian yang berlaku saat ini dalam hukum positif di Indonesia 

pasca berlakunya KUHAP 2025. 

 

Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana 

Dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan tahapan untuk 

membuktikan kebenaran dakwaan penuntut umum terhadap 

terdakwa dengan menggunakan alat bukti yang sah sesuai undang-

undang. Terdapat 4 (empat) sistem pembuktian dalam hukum acara 

pidana, pembuktian dapat dilakukan menurut undang-undang secara 

positif (positief wettelijk), berdasarkan keyakinan murni hakim 

(conviction intime), berdasarkan keyakinan hakim yang disertai alasan 

logis (conviction raisonnée), serta menurut undang-undang secara 

negatif (negatief wettelijk) (Manalu, 2021). 

1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara 

Positif (Positief Wettelijk) 

Dalam sistem ini, hakim terikat pada regulasi hukum terkait jenis 

dan jumlah alat bukti yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan 

pidana. Apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka hakim 

wajib memutus terdakwa bersalah, tanpa mempertimbangkan 

keyakinannya. Positif secara hukum menekankan pada kepastian 

hukum dan objektivitas karena putusan didasarkan pada kriteria 

yang telah ditetapkan secara normatif, bukan pada penilaian 

hakim. Selain itu, positif wettelijk juga menjamin kepastian hukum, 

namun kelemahannya adalah berpotensi mengabaikan kondisi 

yang nyata karena hakim tidak memiliki kesempatan untuk menilai 

hal-hal di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan 

perundang-undangan. 

 

2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Murni Hakim 

(Conviction Intime) 

Kesalahan terdakwa ditentukan sepenuhnya berdasarkan 

keyakinan hakim saja, tanpa didasarkan pada jenis atau jumlah alat 

bukti tertentu. Kelebihan sistem ini yaitu memberikan fleksibilitas 

penuh kepada hakim sehingga hakim dapat menilai fakta secara 
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Kerangka Konseptual Upaya Hukum dalam Proses 

Peradilan Pidana 

Pada hukum pidana dikenal dua dimensi pokok upaya hukum. 

Pertama, melalui upaya hukum, Pengadilan Tinggi mengawasi 

putusan pengadilan tingkat pertama. Mekanisme ini mencakup 

evaluasi kembali terhadap fakta hukum serta penerapan norma 

hukum, tanpa mengurangi independensi hakim. Putusan hakim 

merupakan manifestasi dari kebebasan yudisial, sehingga perubahan 

atau pembatalan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi. 

Kedua, upaya hukum juga dipandang sebagai hak yang melekat pada 

terdakwa atau terpidana, maupun penuntut umum, untuk 

memperoleh keadilan melalui pengajuan permohonan peninjauan 

kembali atas putusan pengadilan tersebut kepada tingkat peradilan 

yang lebih tinggi. 

Hukum Acara Pidana di dalamnya mengatur upaya hukum yang 

dapat ditempuh seseorang dalam perkara pidana. Perkara pidana 

meliputi kasus yang berhubungan dengan kejahatan dan/atau 

pelanggaran yang bisa diancam dengan hukuman. Tujuan dari Hukum 

Acara Pidana terdapat 4 (empat), yakni: 1) Terciptanya kondisi aman 

dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat; 2) Mencari dan 

menemukan kebenaran materiil; 3) Menjalankan putusan pengadilan 

setelah putusan dijatuhkan dan upaya hukum ditempuh; dan 4) 

Melindungi hak asasi setiap individu.  

Upaya hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP 1981) terdapat 

dua klasifikasi upaya hukum: biasa dan luar biasa. Seiring 

perkembangan sistem peradilan pidana, kemudian lahir Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) yang menjadi 

pembaruan terhadap ketentuan sebelumnya. terdapat perkembangan 

dan perubahan konsep upaya hukum, diantaranya: a) lebih 

menonjolkan perlindungan hak dan korban sejalan dengan 

perkembangan paradigma pidana modern; b) mengintegrasikan 

penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan. Perubahan 

dalam KUHAP 2025 ini menunjukkan pergeseran orientasi hukum 

acara pidana Indonesia yang sebelumnya hanya berfokus pada 
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terdakwa dan peradilan konvensional menjadi lebih responsif 

terhadap kebutuhan korban, adaptif terhadap perkembangan digital, 

serta mengedepankan efisiensi, transparansi, dan akses keadilan 

(access to Justice). 

Perkembangan upaya hukum di Indonesia sebelumnya diatur 

pada KUHAP 1981 menjadi KUHAP 2025. KUHAP 1981 semula hanya 

menitikberatkan pada aspek formal dalam proses peradilan pidana, 

dan belum mengakomodir perkembangan teknologi serta paradigma 

baru dalam perlindungan korban. KUHAP 2025 menghadirkan 

pembaruan yang lebih progresif dengan menekankan orientasi pada 

perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, regulasi ini juga 

mengakui serta mengatur penggunaan alat bukti elektronik sebagai 

bagian integral dari sistem pembuktian dalam proses peradilan 

pidana, mengakomodasi keadilan restoratif yang menekankan 

pemulihan bagi korban, dan memperkuat modernisasi sistem 

peradilan Indonesia. 

 

Pengertian dan Ruang Lingkup Upaya Hukum 

Upaya hukum memberi hak bagi terdakwa dan penuntut umum untuk 

mengajukan keberatan atas putusan dan memohon pemeriksaan 

ulang di peradilan lebih tinggi (Muhammad, 2007). Secara prinsip, 

terdapat 2 tujuan utama dari upaya hukum, yaitu: a) menguji kembali 

apakah putusan telah diterapkan hukumnya secara tepat dan b) 

memperbaiki kekeliruan putusan yang mungkin terjadi pada 

pengadilan tingkat pertama.  

Dalam KUHAP 1981, upaya hukum dipahami sebagai hak yang 

diberikan oleh undang-undang kepada terdakwa, penuntut umum, 

maupun terpidana untuk menyatakan keberatannya terhadap 

putusan pengadilan dan mengajukan keberatan melalui mekanisme 

hukum yang tersedia. (Manalu, 2010). Ketentuan ini diatur secara 

eksplisit dalam Pasal 1 ayat (2), dengan klasifikasi upaya hukum yang 

meliputi empat bentuk, yaitu: a) perlawanan, b) banding, c) kasasi, dan 

d) peninjauan kembali. 

Pasal 1 angka 20 KUHAP 2025 menegaskan bahwa upaya hukum 

merupakan hak yang dimiliki oleh terdakwa maupun penuntut umum 

untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap putusan pengadilan. 
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Hak tersebut dapat dijalankan melalui mekanisme: a) perlawanan, b) 

banding, c) kasasi, serta d) terpidana memiliki hak untuk mengajukan 

permohonan peninjauan kembali (PK). Seluruh bentuk upaya hukum 

tersebut hanya dapat diajukan sesuai dengan syarat dan tata cara yang 

ditentukan dalam KUHAP. 

 

Kerangka Dasar Upaya Hukum menurut KUHAP 

Dalam KUHAP 1981, pengaturan mengenai upaya hukum tercantum 

pada Bab XVII yang mengatur Upaya Hukum Biasa serta Bab XVIII 

yang mengatur Upaya Hukum Luar Biasa. Bentuk-bentuk mekanisme 

upaya hukum tersebut meliputi: 

1. Perlawanan, 

2. Mekanisme upaya hukum biasa, yaitu mekanisme yang diajukan 

terhadap putusan pengadilan yang belum inkracht. Bentuknya 

mencakup: a) Banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 233–243 

KUHAP 1981, dan b) Kasasi demi kepentingan hukum, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 244–258 KUHAP 1981. 

3. Upaya hukum luar biasa, yaitu mekanisme yang diajukan terhadap 

putusan pengadilan yang telah inkracht. Bentuknya mencakup: a) 

Peninjauan Kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 263–269 

KUHAP 1981, dan b) Kasasi demi kepentingan hukum, diatur dalam 

Pasal 259 KUHAP 1981. 

 

Sedangkan dalam KUHAP 2025, pengaturan mengenai upaya 

hukum tercantum pada Bab XVI yang mengatur Upaya Hukum Biasa 

serta Bab XVII yang mengatur Upaya Hukum Luar Biasa. Bentuk-

bentuk upaya hukum tersebut meliputi: 

1. Perlawanan, baik terhadap putusan in absentia maupun terhadap 

dakwaan (eksepsi). 

2. Kategori upaya hukum biasa mencakup: a) banding, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 298 KUHAP 2025, 

serta b) kasasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 299 hingga Pasal 

313 KUHAP 2025. 

3. Kategori upaya hukum luar biasa meliputi: a) kasasi demi 

kepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 314 sampai 

dengan Pasal 317 KUHAP 2025, dan b) peninjauan kembali 
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Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, proses pembuktian dan 

pembelaan terjadi perbedaan antara jaksa dengan terdakwa atau 

kuasa hukumnya. Dinamika ini mencapai salah satu puncaknya pada 

tahap pembacaan tuntutan pidana (requisitoir), saat terdakwa 

mengajukan pembelaan (pledoi). Tahap ini tidak terhenti pada pledoi, 

tetapi dapat diteruskan dengan replik dari pihak penuntut dan 

diakhiri dengan duplik dari kuasa hukum atau terdakwa. 

Replik dan duplik merupakan wujud dari prinsip adversarial dan 

asas audi et alteram partem yang menginginkan adanya keadilan dan 

kesempatan yang setara bagi para pihak untuk mengemukakan 

pendapat hukum sebelum majelis hakim memutuskan perkara. 

Tahap ini menunjukkan sejauh mana argumentasi yuridis diuji 

secara terbuka di dalam sidang, dan sekaligus merupakan salah satu 

instrumen yang sangat penting untuk menjaga asas peradilan yang 

seimbang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 

 

Pengertian Replik dan Duplik  

Pada praktik hukum pidana, istilah replik dan duplik dikenal sebagai 

bagian dari sistem jawab-menjawab yang muncul setelah pembelaan 

dari terdakwa. Walaupun istilah-istilah tersebut tidak selamanya 

diatur secara eksplisit di dalam undang-undang, namun, undang-

undang acara pidana selalu mengakui hal ini sebagai bagian dari tahap 

argumentatif yang memberikan kesempatan kepada masing-masing 

pihak untuk membela posisi hukum mereka, sebelum para hakim 

mengambil keputusan. 

Secara konseptual, replik adalah tanggapan dari jaksa penuntut 

umum terhadap pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh terdakwa atau 

kuasa hukumnya setelah membaca dakwaan pidana. Fungsi dari 

replik adalah untuk memperjelas, memperinci, atau membantah 

argumen pembelaan yang dianggap tidak berdasar dalam konstruksi 

bukti dari jaksa penuntut umum (Harahap, M. Y., 2016). Dari 

perspektif doktrinal, tahap ini merupakan kelanjutan dari fungsi 

penuntutan yang belum selesai sebelum putusan dijatuhkan.  

Adapun duplik adalah tanggapan yang dibuat oleh terdakwa atau 

penasihat hukum terhadap replik yang diajukan oleh jaksa penuntut 

umum (Hamzah, A., 2019). Duplik menekankan posisi pembelaan dan 
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memberikan kesempatan terakhir kepada terdakwa untuk merespons 

argumen jaksa sebelum para hakim bermusyawarah. Dalam 

konstruksi prosedur hukum, duplik memiliki dimensi perlindungan 

hak asasi manusia karena memastikan bahwa terdakwa tidak berada 

dalam posisi pasif dalam menanggapi bantahan jaksa. 

Beberapa pakar hukum pidana mengungkapkan bahwa proses 

replik dan duplik merupakan manifestasi dari proses dialektika 

yuridis di persidangan. M. Yahya Harahap menegaskan bahwa tahap 

jawab-menjawab setelah pembelaan merupakan bagian dari hak 

prosedural terdakwa yang tidak boleh diabaikan karena berkaitan 

dengan prinsip keseimbangan para pihak dalam proses peradilan. 

Sementara itu, Andi Hamzah memandang tahap ini sebagai sarana 

korektif sebelum hakim mengambil kesimpulan akhir mengenai 

pembuktian perkara. 

Dari perspektif teori peradilan pidana, replik dan duplik 

mencerminkan karakter kontradiktif dari sistem pemeriksaan 

persidangan pengadilan. Meskipun sistem hukum acara pidana di 

Indonesia tidak sepenuhnya mengadopsi sistem adversarial, praktik 

tanya jawab menunjukkan adanya ruang dialektika antara jaksa 

penuntut umum dan pembela. Mekanisme ini berfungsi untuk 

memperjelas posisi hukum, menguji konsistensi internal argumen, 

dan menghindari interpretasi yang keliru tentang kasus sebelum 

putusan dibuat. Oleh karena itu, dalam hal ini, replik dan duplik bukan 

sekadar formalitas prosedural. Mereka adalah instrumen dialektika 

yang memperkaya pemeriksaan suatu kasus pidana. Keduanya adalah 

bagian integral dari tahap akhir persidangan yang mengartikulasikan 

penalaran hukum dan putusan hakim. 

 

Dasar Hukum Dalam KUHAP 

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

tidak secara eksplisit mengatur istilah replik dan duplik. Namun, 

praktik replik dan duplik berakar pada pengaturan mengenai tahapan 

pemeriksaan perkara pidana di persidangan, khususnya setelah 

pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) oleh Penuntut Umum dan 

pembelaan (pledoi) oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum. 
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Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, pengaturan 

mengenai tahapan jawab-menjawab tersebut secara normatif 

bersumber pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025). 

Ketentuan mengenai tahapan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai 

mengatur bahwa penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana, 

terdakwa dan/atau penasihat hukum diberi kesempatan mengajukan 

pembelaan, dan para pihak diberikan kesempatan untuk saling 

menanggapi sebelum hakim menjatuhkan putusan. (Republik 

Indonesia, 2025) Walaupun istilah "replik" dan "duplik" tidak disebut 

secara eksplisit, konstruksi norma tersebut secara sistematis 

mengakui keberadaan mekanisme jawab-menjawab sebagai bagian 

dari hak prosedural para pihak. 

Pengaturan ini merupakan perkembangan dari ketentuan 

sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 182 ayat 

(1) huruf b, yang menegaskan bahwa setelah pembelaan disampaikan, 

penuntut umum dapat memberikan tanggapan dan terdakwa atau 

penasihat hukumnya memperoleh kesempatan terakhir untuk 

menjawab. KUHAP 2025 mempertegas jaminan hak tersebut dengan 

memperluas pengaturan mengenai prinsip persidangan yang adil, 

kesetaraan para pihak, serta hak atas pembelaan secara efektif. 

Secara doktrinal, mekanisme replik dan duplik merupakan 

implementasi dari prinsip audi et alteram partem, yaitu asas bahwa 

setiap pihak harus diberi kesempatan untuk didengar sebelum suatu 

putusan dijatuhkan. (Hamzah, A., 2019) Dalam konteks hukum acara 

pidana, asas ini berkaitan erat dengan prinsip fair trial dan due process 

of law, yang menuntut adanya keseimbangan antara kewenangan 

penuntut umum dan hak pembelaan terdakwa. Replik dan duplik 

dengan demikian tidak sekadar formalitas prosedural, melainkan 

instrumen untuk menjamin tercapainya pemeriksaan yang 

kontradiktor dan objektif. 

Selain itu, KUHAP 2025 juga mengakui kemungkinan 

penyampaian dokumen persidangan secara elektronik dalam sistem 

peradilan modern (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023). Hal 

ini berdampak pada praktik replik dan duplik yang kini dapat diajukan 
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baik secara lisan di persidangan maupun secara tertulis melalui 

mekanisme administrasi elektronik peradilan. Perkembangan 

tersebut menunjukkan bahwa meskipun istilahnya bersifat 

tradisional, substansi jawab-menjawab tetap relevan dan 

diakomodasi dalam kerangka hukum acara pidana terbaru. 

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa dasar hukum replik 

dan duplik dalam hukum acara pidana Indonesia bersumber pada 

pengaturan mengenai tahapan pembelaan dan tanggapan dalam 

KUHAP 2025, yang berakar pada konstruksi normatif sebelumnya 

dalam KUHAP 1981. Secara substansial, keduanya merupakan bagian 

dari jaminan hak prosedural terdakwa sekaligus sarana bagi penuntut 

umum untuk mempertahankan konstruksi dakwaan sebelum putusan 

dijatuhkan. 

 

Kedudukan Replik dan Duplik dalam Tahapan Persidangan 

Secara sistematis, tahapan persidangan pidana adalah sebagai 

berikut: 

1. Pembacaan dakwaan 

2. Eksepsi (jika ada) 

3. Pembuktian 

4. Tuntutan (requisitoir) 

5. Pledoi 

6. Replik 

7. Duplik 

8. Musyawarah majelis hakim 

9. Putusan 

Replik dan duplik muncul pada bagian akhir rangkaian 

persidangan, tepat sebelum majelis hakim memasuki tahap 

musyawarah. Pada titik ini, perdebatan hukum antara Penuntut 

Umum dan Penasihat Hukum mencapai bentuknya yang paling 

eksplisit. Keduanya bukan sekadar formalitas, melainkan ruang 

terakhir bagi para pihak untuk menegaskan kembali konstruksi 

argumentasinya sebelum hakim mengambil keputusan berdasarkan 

fakta yang terungkap di persidangan serta keyakinan yang terbentuk 

selama proses pembuktian.  
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Pendahuluan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama, yaitu Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pada 

masanya merupakan tonggak penting dekolonisasi hukum karena 

menggantikan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) warisan 

kolonial. KUHAP 1981 membawa semangat perlindungan hak asasi 

manusia, pembatasan kewenangan aparat, dan penegasan prinsip due 

process of law. Namun, perkembangan kejahatan berbasis teknologi, 

ekspansi hukum pidana khusus, meningkatnya kesadaran HAM, serta 

tuntutan transparansi dan akuntabilitas aparat menunjukkan bahwa 

KUHAP 1981 tidak lagi sepenuhnya memadai. Secara normatif dan 

struktural, terdapat kebutuhan untuk memperkuat kontrol yudisial, 

memperjelas standar pembuktian elektronik, serta menyesuaikan 

prosedur dengan dinamika sosial kontemporer. 

Kebutuhan tersebut kemudian dijawab melalui Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, yang 

menggantikan KUHAP 1981. Undang-undang baru ini dirancang untuk 

memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara, 

meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum, serta 

mengakomodasi perkembangan teknologi dan pendekatan keadilan 

yang lebih modern. Dengan demikian, pembaruan ini menandai 

pergeseran dari semangat dekolonisasi menuju konsolidasi sistem 

peradilan pidana yang lebih responsif dan sesuai dengan prinsip 

negara hukum demokratis. Pembaharuan KUHAP tidak dapat 

dipahami sebagai perubahan teknis semata, melainkan sebagai bagian 

dari kebijakan hukum pidana (penal policy), kebijakan kriminal 

(criminal policy), dan bahkan kebijakan sosial (social policy) dalam 

rangka perlindungan masyarakat dan penegakan negara hukum. 

Dengan demikian, pembaruan KUHAP harus dianalisis dalam 

perspektif teori pembaharuan hukum, politik hukum, teori sistem 

peradilan pidana, serta perkembangan prinsip fair trial dalam hukum 

internasional. 

 

Pembaharuan Hukum dalam Perspektif Teoretis 
Pembaharuan hukum pidana dalam pemikiran para ahli Indonesia 

tidak pernah dipahami sekadar sebagai kegiatan teknis mengganti 

pasal-pasal lama dengan rumusan baru. Ia merupakan proses 
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intelektual, sosial, dan politik yang jauh lebih mendalam. Dalam 

konteks ini, gagasan Sudarto dan Barda Nawawi Arief memberikan 

fondasi teoretis yang sangat kuat untuk memahami arah 

pembaharuan KUHAP, sekaligus menempatkannya dalam kerangka 

politik hukum dan dinamika negara hukum modern. 

Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif Sudarto tidak 

dapat dipahami sebagai sekadar penggantian norma lama dengan 

norma baru. Ia merupakan proses penyesuaian hukum dengan 

dinamika masyarakat, perubahan nilai sosial, serta tuntutan keadilan 

yang terus berkembang. Hukum harus mampu merespons realitas 

sosial agar tetap relevan dan memiliki legitimasi. Sudarto 

menekankan bahwa pembaharuan hukum pidana mencakup tiga 

dimensi utama, yaitu pembaharuan substansi, struktur, dan kultur 

hukum. 

Pembaharuan substansi menyangkut perubahan isi norma dan 

prinsip dasar yang mengatur proses peradilan pidana. Dalam konteks 

KUHAP, hal ini berarti revisi terhadap aturan prosedural mengenai 

penyidikan, penahanan, pembuktian, hak tersangka, serta mekanisme 

kontrol terhadap aparat. Namun perubahan norma saja tidak cukup. 

Pembaharuan struktur hukum juga diperlukan, yakni penataan ulang 

relasi kelembagaan antara polisi, jaksa, hakim, dan advokat agar 

tercipta keseimbangan dan mekanisme pengawasan yang efektif. 

Lebih jauh lagi, Sudarto menegaskan pentingnya pembaharuan kultur 

hukum, yaitu perubahan mentalitas, sikap, dan etika aparat penegak 

hukum. Tanpa transformasi kultur, pembaharuan normatif berisiko 

menjadi "reformasi tekstual" yang tidak berdampak pada praktik. 

Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief 

yang menempatkan kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari 

kebijakan sosial dalam rangka perlindungan masyarakat (social 

defence). Hukum pidana bukan hanya alat represif, tetapi instrumen 

untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban sosial dan hak 

individu. Barda membagi kebijakan hukum pidana dalam tiga tahap: 

formulasi (legislative policy), aplikasi (judicial policy), dan eksekusi 

(executive policy). Pembaharuan KUHAP berada pada tahap formulasi, 

tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan aparat dalam 

menerapkannya serta dukungan infrastruktur pada tahap eksekusi. 
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Jika norma baru tidak realistis atau tidak diiringi pembenahan 

kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia, maka reformasi 

akan kehilangan daya guna. 

Barda Nawawi Arief juga menekankan pentingnya keseimbangan 

antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Dalam 

hukum acara pidana, keseimbangan ini tercermin dalam perdebatan 

antara crime control model yang menekankan efisiensi pemberantasan 

kejahatan, dan due process model yang mengutamakan perlindungan 

hak asasi manusia. Pembaharuan KUHAP harus mampu memadukan 

kedua kepentingan tersebut secara proporsional. Dari sudut pandang 

politik hukum, pembaharuan KUHAP merupakan cerminan arah 

kebijakan negara dalam membangun sistem peradilan pidana yang 

lebih akuntabel dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Hukum 

harus responsif terhadap perubahan sosial sebagaimana ditegaskan 

oleh Satjipto Rahardjo. Jika hukum tertinggal dari perkembangan 

masyarakat, termasuk perkembangan teknologi digital, tuntutan 

transparansi publik, penguatan perlindungan korban, dan jaminan 

hak konstitusional warga negara, maka ia akan kehilangan legitimasi 

sosial. 

Dengan demikian, pembaharuan KUHAP bukan sekadar revisi 

teknis terhadap prosedur acara pidana, melainkan bagian dari 

transformasi menyeluruh sistem hukum pidana. Ia menuntut 

perubahan pada tingkat norma, kelembagaan, dan budaya hukum 

sekaligus. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh konsistensi 

implementasi dan komitmen seluruh aparat penegak hukum untuk 

menjadikan hukum sebagai instrumen keadilan, bukan sekadar alat 

kekuasaan. 

 

Prinsip Negara Hukum dan Fair trial 

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 

1 ayat (3) UUD 1945 bukan sekadar pernyataan formal, tetapi prinsip 

konstitusional yang mengikat seluruh penyelenggaraan kekuasaan 

negara, termasuk dalam sistem peradilan pidana. Negara hukum 

menuntut agar setiap penggunaan kekuasaan dibatasi dan dijalankan 

berdasarkan hukum, bukan kehendak kekuasaan semata. Di dalamnya 
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Pendahuluan 

Sistem peradilan pidana Indonesia selama lebih dari empat dekade 

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebuah produk hukum yang 

monumental pada masanya. KUHAP 1981 dinilai sebagai karya besar 

bangsa yang menggantikan Herziene Inlandsch Reglement (HIR), 

produk hukum kolonial yang telah lama tidak relevan dengan 

semangat negara hukum Indonesia yang merdeka dan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia. Namun, seiring dengan dinamika 

perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, dan evolusi standar 

hak asasi manusia di tingkat global, KUHAP 1981 mulai menunjukkan 

keterbatasannya. Tuntutan akan proses peradilan yang lebih cepat, 

efisien, transparan, dan lebih berorientasi pada pemulihan korban 

mendorong kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan 

hukum acara pidana secara komprehensif. 

Menjawab tantangan tersebut, setelah melalui proses legislasi 

yang panjang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, 

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. Sehingga sistem peradilan pidana Indonesia 

telah memasuki babak baru. Pembaruan ini merupakan langkah 

krusial dalam melakukan dekolonisasi hukum acara pidana yang 

sebelumnya didominasi oleh aroma kolonialisme dalam KUHAP 1981 

(UU No. 8 Tahun 1981). Seiring dengan berlakunya KUHP Nasional 

(UU No. 1 Tahun 2023), kebutuhan akan hukum acara yang sinkron, 

modern, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi tidak 

terelakkan.  

Pembaharuan dalam ranah hukum acara pidana sesungguhnya 

merupakan bagian tak terpisahkan dari pembaruan hukum pidana 

materiil. Sudah semestinya perubahan hukum pidana formil 

didasarkan pada prinsip-prinsip dasar hukum pidana materiil yang 

berkeadilan dan humanis, seperti yang diamanatkan dalam KUHP 

nasional yang baru (Hiariej, Eddy O.S., 2025). 

Sehingga pembaruan dalam sistem peradilan pidana harus terus 

diupayakan guna merespons aspirasi masyarakat terhadap proses 
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hukum yang berkeadilan, transparan, dan bertanggung jawab. 

Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru 

yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 

menjadi wujud nyata dari langkah reformasi ini. Ketentuan tersebut 

tidak sekadar mengubah mekanisme formal, tetapi juga mengalihkan 

paradigma hukum acara pidana ke arah penguatan jaminan hak para 

pihak yang terlibat, bahkan sejak tahap awal penegakan hukum 

(Bentham, 2010). 

KUHAP baru hadir bukan sekadar sebagai instrumen prosedural, 

melainkan sebagai manifestasi dari pergeseran paradigma hukum 

pidana Indonesia dari pendekatan retributif menuju keadilan 

restoratif yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Selain 

itu, sasaran dari revisi KUHAP adalah untuk menegakkan prinsip due 

process of law, yaitu sebuah proses hukum yang tidak hanya adil dan 

transparan, tetapi juga sangat menjunjung tinggi perlindungan hak 

asasi manusia (Hiariej, Eddy O.S., 2025). 

Sehingga menempatkan prinsip due process of law menjadi 

elemen penting pada reposisi tersebut, karena mengharuskan setiap 

langkah dari aparat penegak hukum untuk menempuh proses hukum 

melalui prosedur yang adil, terbuka, dan akuntabel. Dalam sistem 

peradilan pidana, penerapan due process berfungsi sebagai 

mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, 

sekaligus memastikan bahwa hak-hak hukum individu terlindungi 

secara maksimal di setiap tahapan, mulai dari penyidikan hingga 

putusan pengadilan. 

Urgensi pembaruan ini juga didorong oleh pesatnya 

perkembangan teknologi informasi yang mengubah lanskap kejahatan 

dan pembuktian. KUHAP 1981 dianggap tertatih-tatih dalam 

merespons bukti elektronik dan prosedur penyadapan yang semakin 

kompleks. Oleh karena itu, UU No. 20 Tahun 2025 mengintegrasikan 

mekanisme pembuktian digital dan memperkuat pengawasan 

terhadap upaya paksa melalui perluasan objek praperadilan. Tulisan 

ini akan mengulas perubahan fundamental dalam KUHAP Baru, 

landasan filosofisnya, serta dampaknya terhadap praktik peradilan 

pidana di Indonesia. 
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Landasan Filosofis dan Paradigma Baru 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memperkenalkan perubahan-

perubahan yang bersifat transformatif, tidak hanya prosedural tetapi 

juga filosofis. Pembaruan hukum acara pidana dalam UU No. 20 Tahun 

2025 membawa pergeseran paradigma yang signifikan. Jika 

sebelumnya fokus utama adalah pada penghukuman pelaku 

(retributif), kini sistem peradilan pidana Indonesia lebih menekankan 

pada keseimbangan antara kepentingan negara, hak 

tersangka/terdakwa, dan pemulihan hak korban (restoratif). Filosofi 

ini tercermin dalam penguatan prinsip due process of law yang 

menjamin bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan 

berdasarkan prosedur yang sah dan transparan. 

KUHAP 1981 secara dominan menganut pendekatan keadilan 

retributif, di mana prinsip keadilan retributif dalam penjatuhan 

hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana adalah 

untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang 

dilakukannya. Dengan tujuan korban dapat merasakan kepuasan 

sebagai bentuk pelampiasan rasa balas dendam. (Romli, 1995) 

Sebaliknya, UU No. 20 Tahun 2025 secara eksplisit 

mengintegrasikan keadilan restoratif (restorative Justice) sebagai 

salah satu tujuan utama sistem peradilan pidana. Pasal 1 angka 21 

mendefinisikan keadilan restoratif sebagai pendekatan yang 

melibatkan para pihak (pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya) 

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan 

pembalasan. Pendekatan ini menggeser fokus dari sekadar 

menghukum pelaku menjadi pemulihan kerugian dan penderitaan 

korban (victim-oriented). Implementasinya terlihat pada penguatan 

mekanisme mediasi penal dan diversi, yang memungkinkan 

penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana ringan, 

dengan tujuan utama memulihkan hubungan antara pelaku dan 

korban serta reintegrasi sosial. 

Tabel berikut merangkum perbedaan asas dan prinsip utama 

antara KUHAP lama dan KUHAP baru: 
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Tabel 19. Perbedaan Asas Dan Prinsip Utama Antara KUHAP 

Lama Dan KUHAP Baru 

Aspek 
KUHAP 1981 

(Lama) 
UU No. 20 Tahun 2025 

(Baru) 

Paradigma 
Utama 

Retributif 
(Pembalasan) 

Restoratif (Pemulihan) 

Fokus 
Pembuktian 

Alat bukti 
konvensional 

Perluasan ke bukti 
elektronik & digital 

Peran Korban Saksi 
mahkota/pelapor 

Subjek hukum dengan hak 
restitusi kuat 

Mekanisme 
Sidang 

Inkuisitorial-
Adversarial terbatas 

Adversarial dengan 
karakteristik Indonesia 

Penyelesaian 
Perkara 

Dominasi jalur 
litigasi 

Penguatan diversi dan 
mediasi penal 

Sumber: UU No 20 Tahun 2025 (KUHAP) 

 

Asas legalitas dalam KUHAP baru juga dipertegas, tidak hanya 

dalam hal penentuan tindak pidana, tetapi juga dalam setiap tindakan 

upaya paksa. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan 

wewenang oleh aparat penegak hukum. Selain itu, asas persamaan di 

depan hukum (equality before the law) diimplementasikan melalui 

pemberian akses bantuan hukum yang lebih luas dan dini bagi 

tersangka sejak tahap penyidikan awal. 

 

Konsep Dasar Sistem Peradilan Pidana 

Sistem peradilan pidana (criminal Justice system) merupakan suatu 

jaringan institusional yang kompleks, yang terdiri dari serangkaian 

lembaga penegak hukum yang bekerja secara terkoordinasi untuk 

menanggulangi kejahatan. Secara konseptual, sistem ini mencakup 

seluruh proses dari penyelidikan suatu tindak pidana, penuntutan, 

persidangan, penjatuhan pidana, hingga pelaksanaan putusan.  

Mardjono Reksodipuro berpendapat bahwa sistem peradilan 

pidana memiliki tiga tujuan utama, yaitu mencegah terjadinya 

viktimisasi, menangani perkara pidana secara efektif dengan tetap 

menjunjung tinggi keadilan, serta memastikan pelaku mendapatkan 
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Pendahuluan 

Hukum pidana memiliki peranan penting sebagai sarana utama dalam 

memelihara ketertiban umum, menegakkan keadilan, serta menjaga 

keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. Selama lebih dari seratus tahun, Indonesia masih 

memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang 

merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda, yakni Wetboek van 

Strafrecht tahun 1918. Meskipun telah mengalami sejumlah 

perubahan dan penyesuaian, substansi dasarnya tetap mencerminkan 

nilai-nilai, orientasi, dan kepentingan rezim kolonial. Keadaan 

tersebut memunculkan berbagai kritik, terutama karena KUHP lama 

dinilai belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan 

perkembangan sosial, politik, dan budaya, serta belum memadai 

dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang terus 

berkembang secara dinamis (Ainurrismam, et al., 2025). 

Reformasi hukum acara pidana merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari pembangunan sistem hukum nasional. Hukum acara 

pidana tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan teknis 

mengenai tata cara penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen 

perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan. Dalam 

konteks negara hukum (rechtstaat), hukum acara pidana menjadi 

mekanisme pengendali kekuasaan negara agar tidak bertindak 

sewenang-wenang terhadap warga negara. Oleh karena itu, setiap 

pembaruan hukum acara pidana pada hakikatnya mencerminkan arah 

politik hukum suatu negara dalam menyeimbangkan kepentingan 

penegakan hukum dan perlindungan hak individu. 

Reformasi KUHAP perlu dilakukan dengan menegaskan standar 

minimal alat bukti sebelum penahanan, memperluas kewenangan 

hakim praperadilan dalam menilai substansi alat bukti, serta 

memperkuat pengawasan independen terhadap keputusan 

penahanan yang dibuat oleh aparat penegak hukum. Dengan 

demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia dapat lebih 

transparan, bertanggung jawab, dan sejalan dengan prinsip 

perlindungan hak asasi manusia yang diakui secara internasional 

(Noor, 2024). 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) 

lahir sebagai respons atas kebutuhan mendesak untuk melakukan 

modernisasi sistem peradilan pidana. KUHAP sebelumnya yang 

berlaku selama lebih dari empat dekade telah memainkan peran 

penting dalam menggantikan sistem kolonial yang bercorak represif. 

Namun, perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi informasi, 

meningkatnya kompleksitas tindak pidana, serta menguatnya standar 

hak asasi manusia di tingkat global menunjukkan bahwa perangkat 

hukum acara pidana yang lama tidak lagi sepenuhnya memadai untuk 

menjawab tantangan zaman. 

Perubahan sosial yang cepat membawa konsekuensi pada 

perubahan pola kejahatan. Kejahatan siber, pencucian uang, tindak 

pidana lintas negara, serta kejahatan berbasis teknologi memerlukan 

pendekatan pembuktian dan prosedur yang adaptif. Di sisi lain, 

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak 

konstitusional menuntut adanya jaminan proses peradilan yang 

transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan. 

Dalam situasi demikian, pembaruan KUHAP tidak dapat dipandang 

sekadar sebagai revisi teknis normatif, melainkan sebagai 

transformasi paradigma dalam sistem peradilan pidana. 

Secara konseptual, hukum acara pidana memiliki fungsi ganda. 

Pertama, sebagai sarana untuk menemukan kebenaran materiil guna 

menegakkan hukum pidana substantif. Kedua, sebagai instrumen 

perlindungan hak asasi manusia melalui mekanisme prosedural yang 

adil. Kedua fungsi ini sering kali berada dalam ketegangan. Orientasi 

yang terlalu menekankan efektivitas penindakan dapat berpotensi 

mengabaikan hak individu, sedangkan perlindungan hak yang terlalu 

rigid tanpa memperhatikan efektivitas dapat menghambat penegakan 

hukum. KUHAP 2025 berupaya membangun keseimbangan baru 

antara dua kepentingan tersebut melalui pendekatan yang lebih 

proporsional dan terukur. 

Dalam kerangka konstitusional, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa 

Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum mengandung 

konsekuensi bahwa seluruh tindakan aparat penegak hukum harus 



Paradigma Baru Hukum Acara Pidana Pasca Pembaruan KUHAP 

 

404 Hendri Yuliwarso 

tunduk pada hukum dan dapat diuji keabsahannya. Selain itu, Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Norma 

konstitusional tersebut menjadi dasar legitimasi bagi pembentukan 

KUHAP 2025 yang lebih berorientasi pada perlindungan hak-hak 

prosedural warga negara. 

KUHAP 2025 memperkenalkan sejumlah pembaruan yang 

mencerminkan paradigma baru dalam hukum acara pidana, antara 

lain penguatan kontrol yudisial pada tahap praajudikasi, pengaturan 

yang lebih rinci mengenai hak tersangka dan terdakwa, pengakuan 

eksplisit terhadap alat bukti elektronik, serta integrasi pendekatan 

keadilan restoratif. Pembaruan tersebut menunjukkan bahwa sistem 

peradilan pidana Indonesia bergerak dari model yang semata-mata 

berorientasi pada pelaku (offender-oriented system) menuju sistem 

yang lebih seimbang dengan memperhatikan hak korban dan 

kepentingan masyarakat secara luas. 

Diskursus ini penting untuk menempatkan pembahasan dalam 

konteks yang lebih luas, yakni bahwa perubahan hukum acara pidana 

bukan hanya persoalan teknis legislasi, melainkan refleksi dari 

dinamika sosial, politik, dan moral bangsa. Paradigma baru yang 

diusung oleh KUHAP 2025 mencerminkan komitmen untuk 

membangun sistem peradilan pidana yang modern, profesional, dan 

berkeadilan substantif. Dengan demikian, pembahasan selanjutnya 

akan mengkaji secara lebih mendalam landasan filosofis, struktur 

normatif, serta implikasi praktis dari pembaruan tersebut dalam 

kerangka sistem peradilan pidana nasional. 

 

Landasan Filosofis dan Konstitusional KUHAP 2025 
Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 

2025) tidak dapat dilepaskan dari fondasi filosofis negara hukum 

Indonesia. Secara teoritis, hukum acara pidana merupakan hukum 

publik yang mengatur mekanisme negara dalam menjalankan 

kewenangan represifnya terhadap individu yang diduga melakukan 

tindak pidana. Oleh karena itu, legitimasi hukum acara pidana harus 

bertumpu pada prinsip pembatasan kekuasaan (limitation of power) 

dan penghormatan terhadap martabat manusia. 
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Pendahuluan 

Reformasi hukum acara pidana di Indonesia mencapai tahap penting 

melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) 

yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sejak 2 

Januari 2026 (Republik Indonesia, 2025). Pengundangan ini menandai 

perubahan sistemik dari pendekatan inkuisitorial menuju sistem 

peradilan pidana yang menekankan prinsip due process of law dan 

equality of arms sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Kementerian 

Hukum dan HAM RI, 2025). 

Reformasi ini dilatarbelakangi oleh kelemahan KUHAP Lama, 

antara lain dominasi penyidik dalam praperadilan, penahanan tanpa 

pengawasan (ex parte), serta terbatasnya akses bantuan hukum bagi 

tersangka (Sibagariang, 2013; Hukumonline, 2026). Kondisi ini sejalan 

dengan peningkatan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan, yang 

pada 2025 menyebabkan overkapasitas lapas dan rutan sekitar 93 

persen (DetikNews, 2025). 

Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan 

permasalahan KUHAP lama. Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 

menyoroti ketidakjelasan "bukti permulaan cukup" untuk penetapan 

tersangka, sedangkan Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 

menyatakan inkonstitusional bersyarat ambiguitas Pasal 14 butir b 

tentang "kekurangan penyidikan" (Mahkamah Konstitusi RI, 2014, 

2015). KUHAP lama juga dinilai belum sepenuhnya responsif terhadap 

kejahatan modern, seperti siber dan tindak pidana korupsi yang 

kompleks (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2025). 

Tujuan KUHAP Baru adalah membangun peradilan yang adil 

melalui due process of law, equality of arms, serta mekanisme 

penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif dan 

penghentian penuntutan bersyarat (Republik Indonesia, 2025). 

Reformasi ini sejalan dengan ICCPR dan amanat konstitusi untuk 

transparansi, efisiensi, dan berbasis HAM. KUHAP baru menegaskan 

komitmen negara membangun sistem hukum yang adil serta responsif 

terhadap perkembangan kriminalitas kontemporer (Republik 

Indonesia, 2025). 



Reformasi Hukum Acara Pidana: Telaah Terhadap KUHAP yang Baru 

 

427 Deaf Wahyuni Ramadhani 

Dasar dan Alasan Pembaruan KUHAP 
Pembaruan KUHAP berlandaskan tiga fondasi utama, yaitu filosofis, 

yuridis, dan sosiologis. Ketiga fondasi tersebut menempatkan 

perlindungan hak asasi manusia sebagai inti reformasi sistem 

peradilan pidana (Republik Indonesia, 2025). 

1. Dasar Filosofis 

Secara filosofis, KUHAP Baru memperkuat orientasi keadilan 

restoratif sebagai pendekatan yang melengkapi paradigma 

retributif dalam sistem peradilan pidana. KUHAP baru 

mencerminkan pergeseran paradigma dari crime control model 

menuju pendekatan due process of law. Ramadhani dan Wijanarko 

(2025) menunjukkan bahwa transformasi serupa dalam KUHP 

mengedepankan pemulihan sosial melalui Pasal 51 ayat (1). 

Pendekatan ini diperkuat dalam KUHAP melalui prinsip equality of 

arms yang menyeimbangkan kepentingan negara, pelaku, dan 

korban (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2025). Keadilan 

restoratif memandang kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran 

terhadap negara, tetapi juga gangguan terhadap hubungan sosial, 

serta memperhatikan perlindungan kelompok rentan, seperti 

penyandang disabilitas, perempuan, dan lanjut usia agar tidak 

mengalami viktimisasi sekunder (Suara BSDK, 2026a). 

2. Dasar Yuridis 

Dasar yuridis reformasi mencakup Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 

tentang perlakuan adil serta ratifikasi ICCPR melalui Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2005. Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 21/PUU-XII/2014 mengkritik ketidakjelasan "bukti 

permulaan yang cukup" untuk penetapan tersangka, sementara 

Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan inkonstitusi-

onalitas ambiguitas Pasal 14 butir b mengenai "kekurangan 

penyidikan" yang memungkinkan pemulangan berkas berulang 

(Mahkamah Konstitusi RI, 2014, 2015). Putusan ini memaksa 

rekonstruksi hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2025 (KUHAP Baru). 

3. Dasar Sosiologis 

KUHAP lama kurang responsif terhadap perkembangan 

kriminalitas modern, seperti cybercrime transnasional, TPPU 

korporasi, dan korupsi struktural. Jenis kejahatan ini memerlukan 
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koordinasi lintas yurisdiksi dan pemanfaatan teknologi forensik 

digital. Selain itu, overkapasitas lapas mencapai 93 persen akibat 

penahanan preventif berlebihan, mencerminkan kegagalan 

sistemik dengan implikasi kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan 

publik (DetikNews, 2025). Ambiguitas praperadilan juga 

memengaruhi efektivitas proses peradilan pidana (Sibagariang, 

2013). 

4. Urgensi Perlindungan Hak Asasi Manusia 

Paradigma inquisitorial KUHAP lama menciptakan asimetri 

kekuasaan yang merugikan hak konstitusional tersangka, 

termasuk akses bantuan hukum, kebebasan dari penahanan 

sewenang-wenang, dan hak didengar. Korban pidana juga 

terpinggirkan dari restitusi dan rehabilitasi. KUHAP baru 

memperkenalkan perjanjian penundaan penuntutan (PPT) Pasal 

328, penguatan mekanisme praperadilan, plea bargaining pada 

perkara korporasi, serta keadilan restoratif yang menempatkan 

korban sebagai pihak sentral (Hukumonline, 2026). Reformasi ini 

memastikan peradilan berorientasi humanisme, selaras ICCPR, dan 

memperkuat living law KUHP 2023 (Ramadhani & Wijanarko, 

2025). 

KUHAP Baru tidak hanya mengubah prosedur, tetapi juga 

membawa perubahan mendasar menuju keadilan substantif dan 

perlindungan martabat manusia (Republik Indonesia, 2025). 

 

Prinsip-Prinsip Reformasi Hukum Acara Pidana 

Reformasi KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 

membentuk “desain” peradilan pidana baru yang menekankan due 

process of law, keseimbangan kepentingan negara dan individu, serta 

pengawasan aparat penegak hukum. Prinsip ini menggantikan 

paradigma crime control KUHAP lama dengan sistem yang menjamin 

kepastian hukum dan perlindungan HAM (Republik Indonesia, 2025). 

1. Due process of law Sebagai Landasan Fundamental 

Prinsip due process of law menjadi landasan utama KUHAP Baru. 

Prinsip ini menjamin setiap tahap proses pidana, mulai dari 

penyidikan hingga pelaksanaan putusan, dilakukan sesuai 

prosedur hukum yang jelas dan dapat diuji yudisial. KUHAP baru 
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